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ABSTRAK 

 

Covid-19 yang menjadi pandemi global tak terkecuali di Indonesia 

merupakan suatu fenomena luar biasa yang memberikan dampak buruk di 

berbagai bidang, terutama terhadap perekonomian negara. Pemerintah dengan 

sigap merespon keadaan ini dengan menetapkan Covid-19 sebagai bencana 

nasional melalui Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 

Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Sosial. Penetapan pandemi Covid-19 ini 

kemudian menimbulkan keadaan darurat yang harus segera diselesaikan karena 

mengancam stabilitas negara. Demi menyikapi keadaan darurat ini, pemerintah 

kemudian menerbitkan Perpu  No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan  yang 

kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2022.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengesahan UU No. 2 

Tahun 2020 ini sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-

undangan yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2019, serta implikasi yuridis dari 

pengesahan UU No. 2 Tahun 2020 sebagai produk hukum darurat. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 2 poin penting, pertama bahwa 

pengesahan UU No. 2 Tahun 2020 ini telah sesuai dengan prosedur pembentukan 

peraturan perundang-undangan, dimana undang-undang ini merupakan produk 

hukum darurat yang disahkan dari Perpu, kemudian menjadi RUU penerapan 

perpu menjadi undang-undang.iPenetapan Perpu iNo. i1 iTahun i2020 imenjadi 

iUU artinya ijuga imembenarkan iunsur ikegentingan iyang imemaksa dimana 

Presiden menjalankan iamanat ikonstitusi ipada iPasal i12 dan Pasal 22 ayat (1) 

UUD iNRI i1945. Kedua, implikasi iyuridis idisahkannya iUU iNo. i2 iTahun i2020 

idapat idilihat idari ibanyaknya iaturan iturunan yang muncul, seperti aturan tentang 

iperubahan Iapbn 2020 ihingga idana idesa iyang idifokuskan i(refocusing) iuntuk 

ipenanganan ipandemi iCovid-19. 

Pengesahan UU No. 2 Tahun 2020 merupakan langkah tepat yang diambil 

pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. UU No. 2 Tahun 

2020 memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan 

langkah langkah extraordinary dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 demi 

menjaga stabilitas negara. 

 

Kata kunci: Covid-19, Undang-undang, Perpu, Implikasi Yuridis 
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ABSTRACT 

 

Covid-19, which has become a global pandemic, is no exception in 

Indonesia, which is an extraordinary phenomenon that has a negative impact on 

various fields, especially on the country's economy. The government swiftly 

responded to this situation by establishing Covid-19 as a national disaster 

through Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of 

Non-Natural Disasters for the Spread of Covid-19 as Social Disasters. The 

determination of the Covid-19 pandemic then created an emergency that must be 

resolved immediately because it threatens the stability of the country. In order to 

respond to this emergency, the government then issued Presidential Decree No. 1 

of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for 

Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in Facing 

Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability 

which was later ratified into Law No. 2 Year 2022. 

The problem in this research is how the ratification of Law No. 2 of 2020 is 

in accordance with the procedure for the formation of laws and regulations 

regulated in Law No. 15 of 2019, as well as the juridical implications of the 

ratification of Law No. 2 of 2020 as an emergency law product. This research is a 

normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual 

approach. 

The results of this study indicate 2 important points, firstly that the 

ratification of Law No. 2 of 2020 is in accordance with the procedure for the 

formation of laws and regulations, where this law is an emergency law product 

that was ratified from a Presidential Decree, then became a bill for implementing 

a Presidential Decree into a Law No. 1 Year 2020 becoming an law means that it 

also justifies the pressing urgent element in which the President carries out the 

mandate of Indonesian Constitution Law 1945 icon in Article 12 and Article 22 

paragraph (1). Second, the legal implications of the legalization of the Law No. 2 

Year 2020 can be seen from the many derivative regulations that have emerged, 

such as the rules regarding the amendments to the 2020 APBN to village's fund 

which is focused on the handling of the Covid-19 pandemic. 

Ratification of Law No. 2 of 2020 is the right step taken by the government 

in tackling the impact of the Covid-19 pandemic. Law No. 2 of 2020 provides a 

legal basis for the government in establishing policies and extraordinary steps in 

an emergency situation of the Covid-19 pandemic in order to maintain state 

stability. 

 

Keywords: Covid-19, Law, Presidential Decree, Juridical Implication 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia dihadapkan dengan wabah penyakit varian baru Covid-19 yang 

memakan banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia pada awal tahun 2020. 

Badan kesehatan dunia di bawah naungan PBB yang disebut WHO (World Health 

Organization) melalui Direktur Jenderal, Tedros Ghebreyesus kemudian 

menetapkan wabah virus corona terbaru atau Covid-19 ini sebagai pandemi global 

pada 11 Maret 2020. Penetapan Covid-19 sebagai pandemi global tidak lain 

disebabkan oleh penyebarannya yang begitu cepat dan luas ke berbagai wilayah 

yang jauh dari pusat wabah itu sendiri, yaitu di Wuhan, China. 

Pandemi Covid-19 yang menyebar luas ke berbagai negara kemudian juga 

masuk ke Indonesia dengan ditemukannya kasus pertama yang diumumkan oleh 

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Purtanto 

pada 2 Maret 2020. Sejak diumumkannya kasus pertama tersebut hingga akhir 

2021 ini, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4,26 juta dengan 144 

ribu kasus meninggal dunia.1 Banyaknya total kasus Covid-19 di Indonesia ini 

tidak terlepas dari adanya lonjakan kasus positif terinfeksi Covid-19 di berbagai 

daerah pada periode Juni sampai Agustus 2021 karena adanya varian mutasi baru 

                                                           
1Peta Sebaran Covid-19 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC 

PEN), https://covid19.go.id/peta-sebaran diakses pada Minggu, 12 Desember 2021, pukul 

19.20 WIB. 

https://covid19.go.id/peta-sebaran
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dari Covid-19. Sedangkan total jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 

271 juta dengan 5,31 juta kasus meninggal dunia. 

Meluasnya penularan Covid-19 menjadikan dunia semakin resah, tak 

terkecuali di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus baru, sehingga banyak 

pihak yang belum mengerti tata cara penanggulangan virus tersebut. Selain itu, 

peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia berdampak pada berbagai sektor 

kehidupan dan stabilitas negara. Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan 

wabah virus Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana 

nasional ini tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Sosial. 

Pada kenyataannya, Covid-19 tidak hanya memberikan dampak buruk 

terhadap masalah kesehatan, tetapi juga memberikan dampak buruk bagi masalah 

kemanusiaan yang berpengaruh pada aspek sosial dan ekonomi nasional. Maka 

dari itu, pemerintah perlu menganggarkan dana tambahan bagi penanganan 

pandemi ini. Dana tersebut tidak hanya untuk bidang kesehatan, tetapi juga untuk 

social safety net, pemulihan kredit dan aspek-aspek terdampak lainnya. Keadaan 

ini harus ditangani secara cermat dan sigap oleh Pemerintah, apabila dibiarkan 

berlarut-larut maka dampak pandemi Covid-19 akan menghambat pertumbuhan 

ekonomi nasional, menurunkan jumlah pendapatan negara, dan meningkatkan 

belanja serta pembiayaan negara sebagai long-term effect yang sulit dipulihkan.2 

                                                           
2 Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan dan Pasal mpunitas dalam Perppu Corona”, ‘Adalah: 

Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1 (2020), 36. 
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Dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa ini sudah sangat 

membahayakan bagi masyarakat dan mengganggu penyelenggaraan negara dalam 

berbagai sektor. Keadaan bahaya akibat pandemi ini kemudian menimbulkan 

keadaan darurat dalam ketatanegaraan negara Indonesia. Keadaan darurat ini 

muncul karena negara dihadapkan pada ancaman terhadap perlindungan nyawa 

warga negaranya yang memerlukan tindakan responsif yang sebelumnya tidak 

dapat diterapkan dalam keadaan normal menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh 

pemerintah.3 

Keadaan negara darurat merupakan keadaan tidak normal atau keadaan 

luar biasa di luar kebiasaan dimana norma-norma hukum dan lembaga-lembaga 

penyelenggaraan kekuasaan negara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya 

sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.4 Dengan diberlakukannya 

keadaan darurat, maka negara dimungkinkan untuk dengan sigap dan cepat dapat 

menanggulangi wabah Covid-19 ini.5 

Pemerintah kemudian merespon keadaan ini dengan menerbitkan suatu 

regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi 

Covid-19 ini. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

                                                           
3 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 58. 
4 Ibid., 59. 
5 Rizki Bagus Prasetio, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan 

Perlindungan HAM”, Jurnal lmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No. 2 (2021), 329.  
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Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Perppu).6 

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 (UUD NRI 1945) telah mengatur bahwa 

“dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”7 Melalui pasal tersebut, 

konstitusi memberikan kekuasaan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

eksekutif untuk membentuk produk hukum yang setara dengan undang-undang 

dalam rangka menjaga stabilitas negara saat terjadi suatu kegentingan atau 

keadaan yang sangat mendesak. 

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 ini, memberikan “hak” dan “wewenang” 

kepada pemerintah (Presiden) untuk membuat Peraturan Darurat 

(noodverordeningsrecht) yang kemudian disebut Perppu. Hak membuat peraturan 

darurat ini hanya boleh digunakan apabila ada hal kegentingan yang memaksa 

(noodtoestand). Perppu ini memiliki prosedur dan akibat yang serupa dengan UU 

Darurat dalam UUDS 1950. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 menyatakan 

bahwa "kegentingan yang memaksa" menjadi hak subjektif Presiden untuk 

menentukan. Selanjutnya hal ini menjadi obyektif apabila telah disetujui oleh 

DPR dan ditetapkan sebagai undang-undang.8 Kegentingan yang memaksa 

kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 

138/PUU-VII/2009. Berdasarkan ratio decidendi putusan tersebut, ada tiga 

                                                           
6 Ibid. 
7 UUD NRI 1945, Pasal 22 ayat (1). 
8 Putusan Mahkamah Konstiitusi Nomor 003/PUU-III/2005. 
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parameter dalam menentukan suatu kondisi termasuk dalam “kegentingan yang 

memaksa”, yaitu: 

1. Ada kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum 

secara cepat berdasarkan Undang-undang; 

2. Terjadi kekosongan hukum karena Undang-undang yang dibutuhkan tersebut 

belum ada, atau tetapi tidak memadai; 

3. Kekosongan hukum itu tidak bisa diatasi dengan membuat Undang-undang 

hanya dengan menggunakan prosedur biasa, karena membutuhkan waktu yang 

cukup lama, sedangkan untuk menyelesaikan masalah dalam keadaan 

mendesak harus dilakukan dengan segera.9 

Teori-teori hukum tata negara darurat juga menjelaskan bahwa 

“kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 

NRI 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat 

mendesak atau urgensi yang terkait dalam waktu yang terbatas. Jimly Asshiddiqie 

sebagai seorang pakar hukum menyatakan bahwa ada 3 (tiga) unsur penting yang 

dapat menimbulkan suatu “kegentingan yang memaksa”, yaitu: 

1. Unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat); 

2. Unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity); dan/atau 

3. Unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia.10 

                                                           
9 Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan dan Pasal mpunitas dalam Perppu Corona”, ‘Adalah: 

Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1 (2020), 38. 
10 Nurlaili Rahmawati, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Ketentuan Dalam Hal ihwal Kegentingan 

Memaksa Sebagai Syarat Penetapan Perrpu oleh Presiden” (Tesis—UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2015) 
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Berdasarkan pemaparan di atas, apabila Presiden merasa ada suatu 

kejadian yang dianggap genting dan harus ditangani segera, maka Presiden dapat 

mengeluarkan Perppu. Namun, Perppu tersebut harus disidangkan untuk disetujui 

atau ditolak pada persidangan DPR yang akan datang. Adapun kegentingan yang 

mendorong Pemerintah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai 

stabilitas keuangan negara ini tentu dilatarbelakangi adanya pandemi Covid-19 

yang tidak pernah diduga sebelumnya akan menginfeksi seluruh provinsi di 

Indonesia. Pemerintah mempertimbangkan bahwa pandemi yang menyebabkan 

darurat kesehatan masyarakat ini telah melumpuhkan kegiatan dunia usaha dan 

berdampak pada menurunnya pendapatan negara, serta meningkatnya pengeluaran 

kebutuhan belanja negara yang pada ntinya menghambat pertumbuhan ekonomi 

nasional. Sebagai upaya memulihkan kondisi ekonomi yang menurun akibat 

pandemi Covid-19, maka Negara merasa perlu adanya anggaran tambahan yang 

belum dianggarkan dalam APBN 2020, karena tidak ada yang pernah menyangka 

bahwa virus  Covid-19 akan melanda Indonesia pada tahun anggaran 2020. 

Berdasarkan kegentingan tersebut, Pemerintah melalui Perppu Nomor 1 

Tahun 2020 menganggap adanya keadaan yang mendesak untuk tidak 

memberlakukan sementara beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, 

antara lain beberapa pasal dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan 

Negara, UU KUP, UU BI, UU LPS, UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU Pemda, UU MD3, 

UU PPKSK, dan UU APBN Tahun Anggaran 2020 yang dinyatakan tidak berlaku 
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sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dalam penanganan COVID-

19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.11 

Kemudian pada Sidang Paripurna DPR RI ke-15 akhirnya disetujui bahwa 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

penanganan Covid-19 menjadi Undang-undang (UU Nomor 2 Tahun 2020). 

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengetok palu tanda persetujuan Perppu Nomor 1 

tahun 2020 untuk disahkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna ke-15 DPR RI 

yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2020. Sidang paripurna 

tersebut dihadiri 41 orang wakil rakyat secara fisik dan sebanyak 255 anggota 

DPR RI lainnya mengikuti sidang paripurna melalui layanan virtual. 

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat 

mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: 

a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan 

b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu 

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dapat disetujui bersama oleh alat 

kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau 

                                                           
11 Ramadhan, 13 Mei 2020, Pro Kontra Pengesahan "Perppu Corona" Jadi UU, 

https://www.asumsi.co/post/kontroversi-di-balik-pengesahan-perppu-corona-jadi-uu diakses 

Selasa, 2 Juni 2021, pukul 19.57 WIB. 

https://www.asumsi.co/post/kontroversi-di-balik-pengesahan-perppu-corona-jadi-uu
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kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.12 

Dapat dipahami melalui pasal tersebut bahwa Undang-undang juga 

memberikan kewenangan kepada DPR atau Presiden untuk mengajukan 

Rancangan Undang-undang di luar Prolegnas dalam keadaan-keadaan tertentu 

yang telah disebutkan dalam pasal tersebut. 

Adanya latar belakang di atas menarik perhatian penulis untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul berikut “Implikasi Yuridis 

Pengesahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 sebagai Produk Hukum 

Darurat dalam Penanganan Pandemi Covid-19.” 

B. Identifikasi Masalah  

Melalui rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Kewenangan Presiden menetapkan Perppu menurut UUD NRI 1945; 

2. Mekanisme dan syarat pembentukan Perppu; 

3. Syarat dan mekanisme dan pembentukan Undang-undang; 

4. Unsur-unsur “kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan Undang-

undang. 

5. Implikasi yuridis UU No. 2 Tahun 2020 sebagai produk hukum dalam 

keadaan darurat terhadap tatanan perundang-undangan. 

                                                           
12 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

8 
 

Berdasarkan dentifikasi masalah di atas, dalam menghasilkan penelitian yang 

terfokus pada judul yang dimaksud, maka penulis membatasi penelitian ini 

meliputi masalah pada mekanisme pembentukan Undang-Undang No. 2 Tahun 

2020 sebagai penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam perspektif UU No. 15 

Tahun 2019 dan implikasi yuridis undang-undang tersebut sebagai produk hukum 

darurat dalam tatanan perundang-undangan. 

C. Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembentukan UU No. 2 Tahun 2020 ditinjau dengan 

UU No. 15 Tahun 2019? 

2. Bagaimana implikasi yuridis UU No. 2 Tahun 2020 sebagai produk hukum 

yang dilahirkan dalam keadaan darurat akibat pandemi Covid-19?  

D. Tujuan Penelitian 

Sehubung dengan adanya permasalahan di atas, maka tujuan utama penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pembentukan Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2020 menurut perspektif UU No. 15 Tahun 2019. 

2. Untuk analisis implikasi yuridis UU No. 2 Tahun 2020 sebagai produk 

hukum yang dilahirkan dalam keadaan darurat akibat pandemi Covid-19. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan nilai tambah 

bagi penulis sendiri dan pembaca, baik secara teoritis, maupun praktis, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam suatu pemikiran maupun pengembangan lmu hukum tata negara, 

khususnya terkait penetapan undang-undang yang menjadi produk hukum 

negara dalam keadaan darurat. Selain itu, diharapkan penelitian ini menjadi 

bahan nformasi, masukan dan evaluasi bagi para mahasiswa atau praktisi 

hukum dalam penyelesaian masalah mengenai Perpu dan pembentukan 

Undang-undang, serta dapat menambah wawasan keilmuwan dan 

memperkaya pengalaman bagi mahasiswa, DPR, advokat, dan praktisi hukum 

lainnya. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat 

bagi masyarakat pada umumnya, dan khususnya kepada berbagai pihak-pihak 

yang terkait, lembaga-lembaga negara dan lembaga fungsional lainya, dalam 

hubungannya dengan ruang lingkup studi keilmuan dimaksud yaitu perspektif 

hukum ketatanegaraan. 
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F. Kerangka Teoritik 

1. Teori Tata Negara Darurat 

Menurut Jimly Asshiddiqie, keadaan darurat merupakan keadaan luar 

biasa yang muncul di luar kebiasaan di mana norma-norma hukum dan 

lembaga-lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

ada.13 

Istilah kata darurat senada dengan kata al-dlarurat (Arab) yang berasal 

dari kata “dlarar” yang artinya kondisi yang tidak dapat dihindari.14 Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan darurat sebagai keadaan 

sukar (sulit) yang tidak dapat disangka-sangka kehadirannya yang 

memerlukan penanggulangan segera; keadaan terpaksa; dan keadaan 

sementara. Contohnya adalah ketika suatu negara dalam status darurat, maka 

pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasi situasi 

darurat tersebut.15 

UUD NRI 1945 sejatinya telah mengatur tentang keadaan negara darurat 

ini, yaitu dalam Pasal 12, yang berbunyi: 

“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya 

keadan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”  

 

Kemudian pada Pasal 22, bahwa: 

                                                           
13 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat….., 58-29. 
14 Rizki Bagus P, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan 

HAM” Jurnal lmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, Juli 2022, hlm. 331 
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Darurat. 
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“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” 

 

Secara praktis, keadaan negara darurat di dalam UUD NRI 1945 meliputi 

keadaan bahaya dan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa dimana 

keduanya merujuk pada permasalahan yang sama, yaitu keadaan yang 

dikecualikan dari keadaan normal sebelumnya. 

Keadaan darurat juga diartikan sebagai sebuah keadaan luar biasa yang 

sejatinya memerlukan suatu hukum yang luar biasa juga. Keadaan bahaya 

yang muncul dalam situasi ini memberikan izin terhadap penyelenggara 

negara untuk dapat bertindak dengan cara yang tidak lazim di luar keadaan 

hukum yang normal demi tetap menjaga kesejahteraan rakyat sebagai sebuah 

hukum tertinggi dalam suatu negara.16 

Iwa Kusuma Sumantri dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Hukum dan 

Keadilan” menjelaskan bahwa hukum darurat dapat dibentuk dan 

diberlakukan dalam keadaan genting dengan adanya penerbitan undang-

undang darurat. Ada lima syarat dalam pembentukan undang-undang darurat 

tersebut, yaitu: 

a. Keadaan yang membahayakan dan mengancam terwujudnya negara; 

b. Keadaan yang mendesak; 

c. Keharusan mengatasi keadaan dan kesulitan yang timbul dari keadaan 

bahaya tersebut; 

                                                           
16 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali 

Press, 2002), 3. 
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d. Tidak ada kesempatan untuk membahas dengan parlemen; dan 

e. Undang-undang itu hanya berlaku selama ada keadaan bahaya.17 

 

Ada 4 jenis keadaan darurat yang memerlukan tindakan yang berbeda 

untuk mengatasinya, antara lain: 

a. Defence Emergency (Verteidigungsfall), yaitu keadaan darurat militer 

yang ditandai dengan adanya serangan terhadap wilayah negara oleh 

kekuatan bersenjata. 

b. State of Tension (Spannungsfall), yaitu keadaan darurat karena adanya 

ketegangan dalam penyelenggaraan negara secara internal maupun 

eksternal. 

c. Domestic Challenges to State Authority, yaitu pergolakan yang timbul 

di dalam negeri sendiri terhadap pelaksana kekuasaan negara yang 

menimbulkan ancaman yang membahayakan eksistensi penyelenggara 

negara. 

d. Welfare Emergency, yaitu keadaan darurat kesejahteraan yang terkait 

dengan ancaman yang timbul karena bencana alam atau keadaan luar 

biasa yang serius.18 

Berdasarkan 4 jenis keadaan darurat di atas, dapat diketahui bahwa 

pandemi Covid-19 yang mewabah hampir di seluruh penjuru dunia termasuk 

ke dalam jenis keadaan darurat Welfare Emergency. Hal ini dikarenakan 

                                                           
17 Iwa Kusuma Sumantri, Ilmu Hukum dan Keadilan (Medan: Bangun Pustaka, 1956), 57. 
18 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat….., 64-65. 
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pandemi Covid-19 merupakan salah satu keadaan luar biasa yang serius dan 

mengancam kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan ketatanegaraan di 

suatu negara yang terdampak. 

2. Teori Pembentukan Perundang-Undangan 

Negara iIndonesia iadalah iNegara ihukum, isebagaimana idi idalam ikonstitusi 

isecara isadar ioleh iPendiri iBangsa imaupun ipelaku iperubahan iUUD iNRI i1945 

imenunjukan ikonsensus ibersama ibangsa iini iuntuk imewujudkan iNegara 

iIndonesia isebagai iNegara ihukum. iPara iahli ihukum imengemukakan imengenai 

iunsur-unsur iyang iharus iada idalam iNegara ihukum, isalah isatunya iyang 

idikemukakan ioleh iA.V.Dicey, iyaitu: iSupremacy iof ilaw, iEquality ibefore ithe ilaw, 

iDue iprocess iof ilaw. 

Di idalam isupremacy iof ilaw iterdapat ipengakuan ibahwa ihukum imerupakan 

ipedoman idan ipanglima iyang itertinggi, ibukan iorang iatau ikekuasaan. iEquality 

ibefore ithe ilaw iyaitu ipersamaan idalam ihukum, iDue iprocess iof ilaw iyaitu imenguji 

iapakah isuatu ikeputusan iadministrasi inegara iatau ialat inegara isesuai idengan 

iperaturan iperundang-undangan idan itidak imelanggar ihak iasasi imanusia. iSuatu 

iNegara ihukum ijuga itidak iterlepas idari iadanya isistem ihukum. iLawrence iM. 

iFriedman imenyatakan ibahwa iada i3 iunsur idalam isistem iNegara ihukum iatau 

biasa disebut Three Elemens of Legal Sistem, yaitu adanya struktur, substansi, 

dan kultur hukum. 19 

                                                           
19 Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan di Indonesia” (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) 
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Menurut Friedman, komponen struktur merupakan bagian dari sistem 

hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga 

pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang 

diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah 

kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian 

yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. 

Struktur hukum diaplikasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau ndividu 

petugas pelaksana lembaga tersebut. Lawrence M. Friedman memberi contoh 

struktur struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur nstitusi-institusi 

penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. 

Komponen kedua adalah substansi, yaitu suatu aturan, norma, dan pola 

perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Atau juga dapat 

dikatakan sebagai suatu hasil nyata atau produk yang dihasilkan, yang 

diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-

peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam 

sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk nconcreto, atau norma hukum 

ndividu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam 

masyarakat (living law), maupun hukum nabstracto, atau norma hukum 

umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (law in books). 

Komponen hukum yang ketiga adalah kultur atau budaya hukum. Kultur 

hukum merupakan sikap ndividu terhadap hukum dan sistem hukum, 

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum 
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berupa sikap dan tindakan masyarakat, serta nilai-nilai yang dianutnya. Atau 

dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum merupakan keseluruhan 

rangkaian nilai sosial yang berkaitan dengan hukum serta tindakan yang 

mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila 

melanggar hukum dan sebagainya. 

Kajian ihukum iatau ikajian iyuridis idalam itulisan iini idimaksudkan iuntuk 

imenganalisa isubstansi ihukum, iyaitu iproduk iundang-undang. iMelihat isejarah 

ipembentukan iUndang–undang idi iIndonesia, ikhususnya isebelum iperubahan 

iUUD i1945, iserta isebelum iditetapkanya iUndang–Undang iNo. i10 iTahun i2004 

idan iUndang-Undang iNo. i12 iTahun i2011, iada iberbagai iketentuan iyang idijadikan 

idasar ihukum idalam iproses ipembentukan iUndang–undang, idi iluar iyang itelah 

idisebutkan idalam iUndang–Undang iDasar iyang iberlaku isaat iitu i(UUD i1945 iPra-

amandemen idan iTAP iMPRS iNo. iXX/MPRS/1966). 

Sejak iproklamasi i17 iAgustus i1945 ihingga iperiode isaat iini, idalam isejarah 

iperundang–undang idi iIndonesia isetidaknya iada i4 ikali ipergantian iUndang-

Undang iDasar, iyaitu: 

a. Undang–Undang iDasar i1945; 

b. Konstitusi iRepublik iIndonesia iSerikat; 

c. Undang–Undang iDasar iSementara iRepublik iIndonesia; idan 

d. UUD iNRI i1945 iamandemen, idengan iempat ikali iperubahan i
.20 

                                                           
20 Yuliandri, iAsas-Asas iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan iYang iBaik i(Jakarta: 

iRajawali iPers, i2010), i69. 
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UUD i1945 i(Pra-amandemen) itidak isecara ilengkap imenjelaskan itentang 

iproses ipembentukan iUndang-undang, itetapi ihanya isekedar imenegaskan 

ibahwa ipresiden imemegang ikekuasaan iuntuk imembentuk iUndang-undang, 

idan ihanya idisebutkan ibahwa iRUU iyang itidak imendapat ipersetujuan iDPR 

itidak iboleh idiajukan ipada imasa ipersidangan iberikutnya.21 

Menurut iBagir iManan, ipengertian iperaturan iperundang–undangan 

imeliputi: i 

1. Setiap ikeputusan iyang idikeluarkan ipejabat iatau ilingkungan ijabatan iyang 

iberwenang isifatnya imengikat iumum; 

2. Aturan iyang iberkenaan itentang itingkah ilaku iyang iberisi iketentuan–

ketentuan imengenai ihak, ikewajiban, ifungsi, istatus iatau isuatu itatanan; 

3. Peraturan iyang imemiliki iciri–ciri iumum, iabstrak iumum, iartinya itidak 

imengatur iatau iditujukan ipada iobyek, iperistiwa iatau igejala ikonkret 

itertentu.22 

Mekanisme ipembentukan iperaturan iperundang–undangan iyaitu idimulai 

idari iperencanaan, ipersiapan, iteknik ipenyusunan, iperumusan, ipembahasan, 

ipengesahan, ipengundangan, idan ipenyebarluasan iterdapat idalam iUndang-

Undang iNo. i12 iTahun i2011 itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-

undangan, idan itata icara imempersiapkan iperatura iperundang-undangan idiatur 

                                                           
21

 iYani, iAhmad, iPembentukan iUndang-Undang i& iPerda i(Jakarta: iRajawali iPers, i2011), i4. 
22

 iBagir iManan, iKetentuan-ketentuan itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan 

idalam iPembangunan iHukum iNasional i(Jakarta: iLPND, i1994), i1-3. 
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idalam iKeppres iNo. i188 iTahun i1998 itentang iTata iCara iMempersiapkan 

iRancangan iUndang-Undang. 

G. Kajian iPustaka 

Kajian ipustaka ipada idasarnya idigunakan iuntuk imendapatkan igambaran 

ihubungan itopik iyang iakan iditeliti ioleh ipeneliti idengan ipenelitian isejenisnya iyang 

iterdahulu, isehingga idiharapkan itidak iada ipengulangan imateri iyang isama. 

Setelah ipeneliti imelakukan ikajian ipustaka, ipeneliti idapat imenemukan ihasil 

ipenelitian iyang idilakukan ioleh ipeneliti isebelumnya iyang imempunyai isedikit 

irelevansi idengan ipenelitian iyang isedang ipeneliti ilakukan isaat iini, iyaitu isebagai 

iberikut: 

1. Tesis iyang iberjudul i“Analisis iYuridis iKebijakan iPemerintah iMelakukan 

iPerubahan iKebijakan iKeuangan iNegara iTahun i2020 idalam iPenanganan 

iCovid-19” ioleh iAchmad iRifa’i, itahun i2020, iUniversitas islam iNegeri iSunan 

iAmpel iSurabaya. iPenelitian iini imenjelaskan imengenai iperubahan iAPBN idi 

imasa ipandemi iCovid-19 imelalui ipenetapan iPerpu iNo. i1 iTahun i2020 itentang 

iKebijakan iKeuangan iNegara idan iStabilitas iSistem iKeuangan iuntuk 

ipenanganan iCovid-19 imenjadi iUndang-undang i(UU iNomor i2 iTahun i2020), 

iserta ipembahasan imengenai ikonsep idiskresi ipenyelenggaraan ipemerintah 

idalam imenghadapi ikeadaan idarurat inegara. 

2. Jurnal iAdalah: iBuletin iHukum idan iKeadilan, iVol. i4 iNo. i1, iTahun i2020, ikarya 

iSiti iNurhalimah iyang iberjudul iMenyoal iKegentingan idan iPasal impunitas 

idalam iPerppu iCorona. iJurnal itersebut imembahas imengenai ipandemi iCovid-
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19 iyang isaat iini isedang imenjadi ibencana inasional inon ialam idi iIndonesia, 

isehingga imenjadi ialasan idalam ipengesahan iUU iNo. i2 iTahun i2020. 

3. Tesis iyang iberjudul i“Analisis iFikih iSiyasah iDusturiyah iTerhadap iProses 

iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan idi iIndonesia”, ioleh iDimas iNur 

iKholbi, itahun i2019, iUniversitas islam iNegeri iSunan iAmpel iSurabaya. iDalam 

itesis itersebut imeneliti imengenai imekanisme ipembentukan iperaturan 

iperundang-undangan idi iIndonesia iyang idianalisis iberdasarkan iperspektif 

iFikih iSiyasah iDusturiyah. iPerbedaan idengan itesis iyang iakan idibahas ioleh 

ipenulis ialah ipenulis imeneliti imengenai imekanisme ipembentukan iUndang-

Undang iNo. i2 iTahun i2020 idalam iperspektif iundang-undang ipembentukan 

iperaturan iperundangan, iserta iimplikasi iyuridis iundang-undang itersebut idalam 

itatanan iperundang-undangan. 

4. Tesis iyang iberjudul i“Keberlakuan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-

Undang i(Perpu)”, ioleh iZakaria iAnshori, itahun i2015, iUniversitas iAirlangga. 

iTesis itersebut imembahas itentang ikriteria idan idasar ihukum ipembentukan 

iperaturan ipemerintah ipengganti iundang-undang i(Perpu) isecara iumum. 

iPerbedaan idengan itesis iyang iakan idibahas ioleh ipenulis iadalah iobjek 

ianalisisnya, iyaitu ipada iskripsi iyang iakan idibahas ioleh ipenulis imenganalisis 

iPerpu iNomor i1 iTahun i2020 iyang ikemudian iditetapkan imenjadi iUU imelalui 

iUndang-Undang iNomor i2 iTahun i2020 idalam iperspektif iundang-undang 

ipembentukan iperaturan iperundangan. 
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H. Metode iPenelitian 

1. Jenis iPenelitian 

Jenis ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenulisan iini iadalah ipenelitian 

ihukum inormatif i(normative ilegal iresearch), iyaitu ipenelitian iterhadap inorma-

norma iyang iterdapat idalam ihukum ipositif iyang imemandang ihukum isebagai 

ikaidah itertulis imaupun itidak itertulis idimana iobjek ikajiannya imeliputi ikaidah 

idasar iatau inormam iperaturan iperundang-undangan, iasas-asas ihukum, 

iperbandingan ihukum, idoktrin, iserta iyurisprudensi.23
 i 

2. Pendekatan idalam iPenelitian 

Berkaitan idengan ijenis ipenelitian inormatif iyang iditerapkan, imaka 

ipenulis imenggunakan idua ipendekatan idalam ipenelitian iini, iyaitu ipedekatan 

iperundang–undangan i(statute iapproach) idan ipendekatan ikonseptual 

i(conseptual iapproach). 

Pendekatan iperundang-undangan i(statue iapproach) imerupakan isalah 

isatu ijenis ipenelitian iyang imewajibkan ipeneliti iuntuk imemahami ihierarki idan 

iasas-asas idalam iperaturan iperundang-undangan. iPendekatan iperundang–

undangan idigunakan iuntuk imengkaji isecara imendalam iberbagai iperaturan 

iyang imengatur itentang iproses ipembentukan iperaturan ipemerintah ipengganti 

iundang-undang i(Perppu) ioleh iPresiden, iyang idalam ipenelitian iini iadalah 

iPerpu iNomor i1 iTahun i2020 itentang iKebijakan iKeuangan iNegara idan 

iStabilitas iSistem iKeuangan iUntuk iPenanganan iPandemi iCorona iVirus 
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 iAmiruddin idan iZainal iAskin, iPengantar iMetode iPenelitian iHukum i(Jakarta: iRaja iGrafindo 

iPersada, i2004), i119. 
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iDisease i2019 i(Covid-19). iSerta iproses ipenetapan iPerpu itersebut imenjadi 

iundang-undang iberdasarkan iUU iNomor i15 iTahun i2019 itentang iPerubahan iatas 

iUU iNo. i12 iTahun i2011 itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan. 

Pendekatan ikonseptual i(conceptual iapproach) imerupakan ipendekatan 

iyang imemberikan isudut ipandang idan ianalisa idari iaspek ikonsep-konsep 

ihukum iyang imelatarbelakanginya. iPendekatan ikonseptual idilakukan iketika 

ipeneliti itidak iberanjak idari iaturan ihukum iyang iada. iHal iini idilakukan ikarena 

imemang ibelum iatau itidak iada iaturan ihukum iuntuk imasalah iyang idihadapi. 

iOleh ikarena iitu ipenulis imembangun isuatu ikonsep iuntuk idijadikan iacuan idi 

idalam ipenelitiannya.24
 iPendekatan ikonseptual idalam ihal iini idigunakan 

ipenulis iuntuk imengkaji ikonsep itata inegara idarurat iyang imenjadi ilatar 

ibelakang idisahkannya iUndang-undang iNo i2 iTahun i2020 isebagai iproduk 

ihukum idarurat iuntuk imengatasi idampat ipandemi iCovid-19 idi iIndonesia. 

iDimana ipandemi iCovid-19 iini itelah iditetapkan ioleh iPresiden isebagai ibencana 

inasional inon ialam. 

3. Bahan iHukum 

Bahan ihukum iyang idiperoleh ipada ipenelitian iini iberupa ihasil istudi 

iliteratur iatau ikepustakaan, iyaitu iterdapat ibahan ihukum iprimer idan ibahan 

ihukum isekunder. 

a. Bahan iHukum iPrimer 
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 iPeter iMahmud iMarzuki, iPenelitian iHukum i(Jakarta: iKencana iPrenadamedia iGroup, iCetakan 

ike-4, i2014), i17. 
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Bahan ihukum iprimer imerupakan ibahan ihukum iyang imempunyai 

ikekuatan imengikat isecara iumum imaupun imempunyai ikekuatan imengikat 

ipihak–pihak iyang iberkepentingan, iyaitu iberupa iperaturan iperundang-

undangan iyang imengikat idan iditetapkan ioleh ipihak iyang iberwewenang.25
 

iAdapun ibahan ihukum iyang idigunakan iadalah iUndang-undang iNo. i2 iTahun 

i2020, iUUD iNRI i1945,, iTAP iMPRS iNo. iXX/MPRS/1966, iKepres iNo. i188 

iTahun i1998 itentang iTata iCara iMempersiapkan iRancangan iUndang-Undang, 

idan iUU iNomor i12 iTahun i2011 itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-

Undangan, idan iUU iNomor i15 iTahun i2019 itentang iPerubahan iatas iUU iNo. i12 

iTahun i2011 itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan. 

b. Bahan iHukum iSekunder 

Bahan ihukum isekunder imerupakan ibahan ihukum iyang imemberikan 

ipenjelasan iterhadap ihukum iprimer, iyaitu itesis ihukum itata inegara, idesertasi 

ihukum itata inegara, ijurnal, iatau imateri idari iberbagai isumber ibuku iyang 

imenjelaskan imengenai ikajian iterhadap ihukum itata inegara iyang iberkaitan 

idengan itema iyang ipenulis ibahas idalam ipenelitian iini. 

4. Teknik iAnalisis iBahan iHukum 

Data iyang itelah idikumpulkan ibaik idata ihukum iprimer imaupun 

isekunder iakan idisusun idengan imenggunakan ianalisis ikualitatif iyang 

ikemudian idisajikan idalam ibentuk ideskriptif. iAnalisis ikualitatif iadalah ianalisis 
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 iSoedikno iMertokusumo,  iMengenal iHukum iSuatu iPengantar i(Yogyakarta: iLiberty, i1988), i19. 
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iyang ibersifat imendeskripsikan idata iyang idiperoleh idalam ibentuk iuraian 

ikalimat ilogis, ikemudian idianalisis idan idisimpulkan. 

Bahan ihukum iyang itelah iterususun isecara isistematis iakan idianalisis 

imenggunakan imetode ianalisis iekspolratif-kualitatif, ianalisis ieksploratif 

imerupakan iAnalisa isuatu iyang imenarik iperhatian iyang ibelum idiketahui, 

ibelum idifahami, idan ibelum idikenal idengan ibaik. iHasil ibahan ihukum iyang 

itelah idikumpulkan, ikemudian idianalisis iuntuk imemperoleh ipengertian iyang 

imendalam iserta ikomprehensif iguna imendapatkan ipemecahan imasalah iyang 

itersedia. iSecara ilebih iringka isemua ibahan iyang idiperoleh ibaik iprimer, 

isekunder, idan itersier iakan idianalisis isecara iutuh isehingga iterdapat 

iargumentasi iyang isistematis idan iaktual. 

I. Sistematika iPembahasan 

Penelitian iini idibagi imenjadi ilima ibab, idan idalam itiap-tiap ibab imasing-

masing idiuraikan iaspek-aspek iyang iberhubungan idengan ipokok ipembahasan, iyaitu 

iUndang-Undang iNo. i2 iTahun i2020 isebagai iproduk ihukum idarurat idalam 

ipenanganan ipandemi iCovid-19. iAdapun isistematika ipembahasan iadalah isebagai 

iberikut: 

BAB i iI Merupakan ipendahuluan iyang iterdiri idari ilatar ibelakang imasalah, 

identifikasi imasalah, irumusan imasalah, itujuan, ikegunaan ipenelitian, 

ikerangka iteori, ikajian ipustaka, imetode ipenelitian, idan isistematika 

ipembahasan. 
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BAB iII i Memuat iteori idasar idan ikonsep isebagai ilandasan idalam imelakukan 

ipenelitian. iAdapun idalam ibab i2 iini, ipenulis iakan imembahas imengenai 

iteori itata inegara idarurat idan iteori ipembentukan iPeraturan iPerundang-

Undangan, iyang imeliputi imekanisme ipembentukan iperaturan 

iperundang-undangan idalam iSistem iHukum idi iIndonesia, iHierarki 

iPeraturan iPerundang-Undangan idi iIndonesia, idan ikedudukan iundang-

undang iyang idikeluarkan idalam ikeadaan idarurat ipada itatanan 

iperaturan iperundang-undangan. 

BAB iIII i Memaparkan ikajian ibahan ihukum idan ianalisis ipenetapan iCovid-19 

isebagai ikeadaan iyang imemaksa isebagai iunsur idisahkannya iUndang-

undang iNo. i2 iTahun i2020 isebagai iproduk ihukum idarurat iserta 

imekanisme ipembentukan iUndang-undang iNo. i2 iTahun i2020 isebagai 

iproduk ihukum idarurat idalam ipenanganan ipandemi iCovid-19 

iberdasarkan iUndang-undang iNo. i15 iTahun i2019. iBab iini iberisi 

itentang imekanisme ipembentukan iPerpu iNomor i1 iTahun i2020 itentang 

iKebijakan iKeuangan iNegara idan iStabilitas iSistem iKeuangan iUntuk 

iPenanganan iPandemi iCorona iVirus iDisease i2019 i(Covid-19), 

isehingga iakhirnya iditetapkan imenjadi iUndang-Undang imelalui 

iUndang-Undang iNomor i2 iTahun i2020. 

BAB iIV i Membahas imengenai iimplikasi iyuridis ipembentukan iUndang-undang 

iNo. i2 iTahun i2020 isebagai iproduk ihukum idarurat imerupakan ianalisis 

ipengesahan iUndang-Undang iNomor i2 iTahun i2020 idalam ipenanganan 
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istabilitas iekonomi inegara idi imasa ipandemi iCovid-19 idalam iperspektif 

ihukum itata inegara idarurat idi iberbagai itingkatan ipemerintahan, imulai 

idari ipemerintahan ipusat ihingga idi itingkat idesa. 

BAB iV i
 Merupakan ipenutup. iBab iini imemuat ikesimpulan idari ihasil ipenelitian 

idan isaran. iKesimpulan imerupakan ijawaban isecara ikeseluruhan idari 

irumusan imasalah iyang iada idalam ipenelitian iini. 
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BAB iII 

KONSEPSI iKEDARURATAN iDALAM iHUKUM iTATA 

iNEGARA iDARURAT 

 

A. Teori iTata iNegara iDarurat 

1. Hakekat iTata iNegara iDarurat 

Hukum iTata iNegara iDarurat imerupakan isuatu isistem ihukum iyang 

idilakasanakan idalam ikeadaan iyang itidak inormal iatau itidak ibiasa iatau ibisa 

ijuga idisebut idarurat inegara. iKeadaan iyang itidak inormal iini isangat iluas 

icakupannya, imulai idari ikeadaan iperang iyang imenimbulkan ikekacauan 

iPemerintah idan imengancam iberjuta ijiwa ihingga ikeadaan iyang iseperti 

inormal-normal isaja, inamun iuntuk imelakukan ihal-hal itertentu iyang ibersifat 

imendesak, itugas-tugas ipemerintah itertentu, idi idaerah itertentu, idan idalam 

ibidang itertentu, iterpaksa iharus imenyimpang idari iaturan-aturan ihukum 

iyang iberlaku. iKeadaan iseperti iini imungkin isaja itidak imenimbulkan 

iancaman ibahaya isama isekali. iAkan itetapi, ijika idilakukan iakan itimbul 

ipelanggaran ihukum.26 

Keadaan itidak inormal iyang imenimpa isesuatu inegara itersebut 

imemerlukan ipengaturan ihukum itersendiri isehingga ifungsi-fungsi inegara 

idapat iterus ibekerja isecara iefektif idalam ikeadaan iyang itidak inormal 

itersebut. iDalam ikeadaan iyang idemikian iitu, ibagaimanapun ijuga, isistem 

inorma ihukum iyang idijalankan idalam ikeadaan inormal itidak idapat iberlaku 
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 iHerman iSihombing, iHukum iTata iNegara iDarurat i(Jakarta: iDjambatan, i1996), ihlm. i5. 
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iefektif iuntuk imencapai itujuan ihukum iyang imenjamin ikeadilan, ikepastian 

idan ikebergunaannya. iOleh ikarena iitu, isejak imunculnya ikeadaan itidak 

inormal itersebut, isudah iseharusnya idiantisipasi idan idirumuskan ipokok-

pokok igaris ibesar ipengaturannya idalam iUndang iUndang iDasar. iBahkan, 

ikarena ipentingnya ihal iini, ijuga idiperlukan ipengaturan idalam ibentuk 

iundang-undang iyang itersendiri isehingga ihal-hal idasar imengenai 

ibekerjanya ifungsi-fungsi ikekuasaan inegara idalam ikeadaan itidak inormal iitu 

idapat iditetapkan ibersama ioleh ipara iwakil irakyat idi iDPR ibersama-sama 

idengan ipresiden isebagai ipihak ieksekutif.27 

Jika iterjadi ikeadaan iyang itidak inormal, itentunya ikeadaan iini iharus 

idihadapi, idiatasi, idan iakibat-akibatnya iharus iditanggulangi idengan itujuan 

iuntuk imengembalikan inegara iseperti ipada isaat ikeadaan iyang inormal 

imenurut iUndang-undang iDasar idan iperaturan iperundang-undangan iyang 

inormal. iJika ikeadaan itidak inormal itersebut ibenar iterjadi, imaka iharus iada 

ipemegang ikekuasaan iyang idiberi ikewenangan iuntuk imembuat ikeputusan 

itertinggi iyang iuntuk isementara iwaktu imengabaikan ibeberapa iprinsip idasar 

iyang idianut ioleh inegara iyang ibersangkutan ipada isaat ikeadaan inormal. 

iTetapi iperlu idiatur iterlebih idulu imengenai isyarat-syarat ibagaimana 

ikeadaan ipengecualian iitu idapat iditerapkan idan idijalankan. iBagaimana 

ipengawasan iatas ipelaksanaan ikekuasaan inegara idalam ikeadaan 

ipengecualian iitu idilakukan, idan ijuga ibagaimana imengakhiri iatau 
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 iIbid., ihlm. i7. 
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iberakhirnya ikeadaan ipengecualian iitu isehingga itidak imenimbulkan 

ikejadian ibaru iyang itidak idapat idiatasi idi ikemudian ihari. iSemua iitu 

itentunya iharus idiatur iterlebih idahulu isebelum ikeadaan iyang isemacam iitu 

ibenar-benar iterjadi idi idalam inegara. 

2. Penggolongan iHukum iTata iNegara iDarurat 

Jimly iAsshiddiqie imenggolongkan iatau imengelompokkan iHukum 

iTata iNegara iDarurat iitu imenjadi i2 ijenis, iyaitu: 

a. Hukum iTata iNegara iDarurat iSubjektif; idan 

b. Hukum iTata iNegara iDarurat iObjektif.28 

Jimly iAsshiddiqie imenjelaskan ibahwa, iHukum iTata iNegara iDarurat 

iSubjektif iatau istaatsnoodrecht imengandung ipengertian ihak, iyaitu ihak 

inegara iuntuk ibertindak idalam ikeadaan idarurat idengan icara imenyimpang 

idari iketentuan iundang-undang, idan ibahkan iapabila imemang idiperlukan, 

imenyimpang idari iUndang-Undang iDasar. iDalam ibanyak iliteratur, istilah 

i“staatsnoodrecht” idalam iarti isubjektif iini ibiasa idisebut i“staatsnoodrecht” 

isaja, itanpa itambahan isubjektif. iOleh ikarena iitu, ijika ikita imenemukan istilah 

i“staatsnoodrecht” idalam iberbagai iliteratur, ikita idapat imemahaminya 

idalam ikonteks ipengertian iyang ibersifat isubjektif iitu. iSelanjutnya iJimly 

imenuturkan, iberbeda idengan ipengertian ihukum itata inegara isubjektif iatau 

i“staatsnoodrecht” idalam iarti isubjektif, imaka iyang idimaksud idengan 

                                                           
28

 iJimly iAsshiddiqie, iHukum iTata iNegara i& iPilar-Pilar iDemokrasi i(Jakarta: iSinar iGrafika, i2012) 

ihlm. i23. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

28 
 

i“staatsnoodrecht” iadalah ihukum iyang iberlaku ipada isuatu inegara idalam 

ikeadaan idarurat iitu.29 

Sementara iitu, iHerman iSihombing idalam ibukunya iHukum iTata 

iNegara iDarurat iDi iIndonesia imengelompokkannya ihukum itata inegara 

idarurat isebagai iberikut: 

a. Hukum iTata iNegara iDarurat iObjektif i(Objectieve iStaatnoodrecht); 

b. Hukum iTata iNegara iDarurat iSubjektif i(Subjectieve iStaatnoodrecht); 

c. Hukum iTata iNegara iDarurat iTertulis i(Geschreven iStaatsnoodrecht); 

idan; 

d. Hukum iTata iNegara iDarurat iTidak iTertulis i(Ongescheven 

iStaatsnoodrecht).30 

3. Hakekat iKeadaan iDarurat iNegara 

Istilah ikata idarurat isenada idengan ikata ial-dlarurat i(Arab) iyang iberasal 

idari ikata i“dlarar” iyang iartinya ikondisi iyang itidak idapat idihindari.31
 

iKamus iBesar iBahasa iIndonesia i(KBBI) imendefinisikan idarurat isebagai 

ikeadaan isukar i(sulit) iyang itidak idapat idisangka-sangka ikehadirannya iyang 

imemerlukan ipenanggulangan isegera; ikeadaan iterpaksa; idan ikeadaan 

isementara. iContohnya iadalah iketika isuatu inegara idalam istatus idarurat, 
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 iIbid. 
30

 iHerman iSihombing, iHukum iTata….., ihlm. i23. 
31

 iRizki iBagus iP, i“Pandemi iCovid-19: iPerspektif iHukum iTata iNegara iDarurat idan iPerlindungan 

iHAM” iJurnal ilmiah iKebijakan iHukum, iVol. i15, iNo. i2, iJuli i2022, ihlm. i331 
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imaka ipemerintah iharus imengambil ilangkah icepat idan itepat iuntuk 

imengatasi isituasi idarurat itersebut.32 

Di iberbagai inegara idi idunia, itelah ibanyak iberkembang iberagam 

ipengertian imengenai ikeadaan idarurat iitu isendiri. iKemungkinan iterjadinya 

ikeadaan idarurat idi isuatu inegara ijuga iberbeda-beda ikriteriannya. iApa iyang 

idi isatu inegara idianggap isuatu ikemungkinan iatau ikeniscayaan, itetapi idi 

itempat ilain itidak. iNamun, isatu ihal iyang ipasti iadalah iseberat iapapun 

ipermasalahan iyang iterjadi idi isuatu inegara, isudah iseharusnya idapat idiatasi 

idengan instrument ihukum iyang iada iuntuk itetap imenjamin iberjalannya 

ifungsi-fungsi ikekuasaan. istilah iyang idipakai idalam iUUD iNRI i1945 iada 

idua iyaitu ikeadaan ibahaya idan ikegentingan imemaksa. iDalam ipengertian 

iyang ipraktis, ikeduanya imenunjuk ikepada ipersoalan iyang isama, iyaitu 

ikeaadaan iyang idikecualikan idari ikeadaan iyang ibersifat inormal iatau istate 

iof iexception. iKeadaan ithe istate iof iexception idigambarkan ioleh iKim iLane 

iScheppele isebagai i“the isituation in iwhich ia istate ios iconfronted iby ia imortal 

ithreat iand iresponds iby idoing ithings ithat iwould inever ibe ijustifiable in 

inormal itimes, igiven ithe iworking iprinciples iof ithat istate” i(keadaan idimana 

isuatu inegara idihadapkan ipada iancaman ihidup-mati iyang imemerlukan 

iTindakan iresponsive iyang ididalam ikeadaan inormal itidak imungkin idapat 
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 iKamus iBesar iBahasa iIndonesia i(KBBI): iDarurat. 
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idibenarkan imenurut iprinsip-prinsip iyang idanut ioleh inegara iyang 

ibersangkutan)33 

Selain iitu, iKim iLane iScheppele imengemukakan i“the istate iof 

iexception iuses ijustifications ithat ionly iwork in iextremis, iwhen ithe istate is 

ifacing ia ichalangge isos isevere ithat it imust iviolate its iown iprinciples ito isave 

itself” i(keadaan ipengecualian iitu imenggunakan ijustifikasi ihanya 

imenyangkut ihal-hal ibersifat iekstrem iapabila inegara imenghadapi iancaman 

iyang isedemikian irupa iseriusnya isehingga iuntuk imenyelamatkan idiri idari 

iancaman itersebut inegara iterpaksa iharus imelanggar iprinsip-prinsip iyang 

idianutnya isendiri). iOleh ikarena iitu, ikeadaan ibahaya, ikeadaan idarurat, istate 

iof iemergency, iatau ietat ide isiege itidak ilain imerupakan i“the istate iof 

iexception”, iyaitu isuatu ikeadaan iluar ibiasa iatau idiluar ikebiasaan, idiluar 

ikeadaan inormal, iketika inorma-norma ihukum idan iLembaga-lembaga 

ipenyelenggara ikekuaasaan inegara idapat iberfungsi isebagaimana iadanya 

imenurut iketentuan ikonstitusi idan iperaturan iperundang-undangan idalam 

ikeadaan inormal.34 

Keadaan iyang itidak inormal ijika iterjadi itentu iharus idihadapi, idiatasi, 

idan iakibat-akbiatnya iharus iditanggulangi idengan imaksud imengembalikan 

inegara ikepadaa ikeadaan iyang inormal imenurut iundang-undang idasar idan 

iperaturan iperundang-undangan iyang inormal. iJika ikeadaan itidak inormal iitu 
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 iAchmad iRifa’I, iAnalisis iYuridis iKebijakan iPemerintah iMelakukan iPerubahan iKebijakan 

iKeuangan iNegara iTahun i2020 idalam iPenanganan iCovid-19, iTesis: iUIN iSunan iAmpel 

iSurabaya, i2021, ihlm. i33. 
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 iIbid., ihlm. i34. 
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imemang iterjadi, iharus iada ipemegang ikekuasaan iyang idiberi ikewenangan 

iuntuk imembuat ikeputusan itertinggi idengan imengabaikan ibeberapa iprinsip 

idasar iyang idianut ioleh inegara itersebut. iSelain iitu, iperlu ijuga idiatur iterlebih 

idulu imengenai isyarat-syarat ibagaimana ikeadaan ipengecualian iitu idapat 

idideklarasikan iatau idinyatakan iada, ibagaimana ipengawasan iatas 

ipelaksanaan ikekuasaan inegara idalam ikeadaan ipengecualian iitu 

idilaksanakan, idan ibagaimana imengakhiri iatau iberakhirnya ikeadaan 

ipengecualian iitu isehingga itidak imenimbulkan iakibat iyang itidak idapat 

idiatasi idikemudian ihari. iSemua iini itentu iharus idiatur iterlebih idulu isebelum 

ikeadaan iyang idikecualikan iitu ibenar-benar iterjadi. 

Oleh ikarena iitu, ibanyak inegara itelah imengatur ihal-hal ipokok 

imengenai ikeadaan iyang itidak ibiasa idi idalam iundang-undang idasar inegara 

itersebut. iSelanjutnya irincian ipengaturan ilebih ilanjut itentang ikeadaan itidak 

ibiasa iini idijelaskan idalam iundang-undang. iHal iini ijuga iyang imenjadi ilatar 

ibelakang iperumusan iketentuan ipasal i12 iUUD i1945 iyang iberbunyi: 

“Presiden imenyatakan ikeadaan ibahaya, isyarat-syarat idan iakibatnya 

ikeadan ibahaya iditetapkan idengan iundang-undang.”35
 i 

 

dengan idemikian, idalam ihukum itata inegara, ikita idapat 

imembedakan iantara irezim ihukum idalam ikeadaan inormal idan irezim ihukum 

idalam ikeadaan ipengecualian iatau itidak inormal. 

Menurut iJimly iAsshiddiqie, ikeadaan idarurat imerupakan ikeadaan 

iluar ibiasa iyang imuncul idi iluar ikebiasaan idi imana inorma-norma ihukum idan 
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 iUUD iNRI i1945 iPasal i12. 
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ilembaga-lembaga ipenyelenggaraan ikekuasaan inegara itidak idapat 

iberfungsi isebagaimana imestinya isesuai idengan iperaturan iperundang-

undangan iyang iada.36 

UUD iNRI i1945 isejatinya itelah imengatur itentang ikeadaan inegara 

idarurat iini, iyaitu idalam iPasal i12, iyang iberbunyi: 

“Presiden imenyatakan ikeadaan ibahaya, isyarat-syarat idan iakibatnya 

ikeadan ibahaya iditetapkan idengan iundang-undang.”37
 i 

 

Kemudian ipada iPasal i22, ibahwa: 

“Dalam ihal iihwal ikegentingan iyang imemaksa iPresiden imenetapkan 

iperaturan ipemerintah ipengganti iundang-undang.”38 

 

Ketentuan imengenai ikeadaan ibahaya iyang idiatur idalam iPasal i12 iUUD 

i1945 ilebih imenekankan isifat ibahaya iyang imengancam i(dangereous 

ithreat), isedangkan ikegentingan iyang imemaksa idalam iPasal i22 iUUD i1945 

ilebih imenekankan iaspek ikebutuhan ihukum iyang iterkait idengan ipersoalan 

iwaktu iyang iterbatas. iDengan idemikian iterdapat itiga iunsur ipenting iyang 

isecara ibersama-sama imembentuk ipengertian ikeadaan ibahaya iyang 

imenimbulkan ikegentingan iyang imemaksa, iyaitu: 

a. Unsur iancaman iyang imembahayakan i(dangereous ithreat); 

b. Unsur ikebutuhan iyang imengharuskan i(reasonable inecessity); 

c. Unsur iketerbatasan iwaktu i(limited itime) iyang itersedia 

                                                           
36

 iJimly iAsshiddiqie, iHukum iTata iNegara iDarurat….., i58-29. 
37

 iUUD iNRI i1945 iPasal i12. 
38

 iUUD iNRI i1945 iPasal i22. 
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Iwa iKusuma iSumantri idalam ibukunya iyang iberjudul i“Ilmu iHukum 

idan iKeadilan” imenjelaskan ibahwa ihukum idarurat idapat idibentuk idan 

idiberlakukan idalam ikeadaan igenting idengan iadanya ipenerbitan iundang-

undang idarurat. iAda ilima isyarat idalam ipembentukan iundang-undang 

idarurat itersebut, iyaitu: 

a. Keadaan iyang imembahayakan idan imengancam iterwujudnya inegara; 

b. Keadaan iyang imendesak; 

c. Keharusan imengatasi ikeadaan idan ikesulitan iyang itimbul idari 

ikeadaan ibahaya itersebut; 

d. Tidak iada ikesempatan iuntuk imembahas idengan iparlemen; idan 

e. Undang-undang iitu ihanya iberlaku iselama iada ikeadaan ibahaya.39 

 

Ada i4 ijenis ikeadaan idarurat iyang imemerlukan itindakan iyang iberbeda 

iuntuk imengatasinya, iantara ilain: 

a. Defence iEmergency i(Verteidigungsfall), iyaitu ikeadaan idarurat imiliter 

iyang iditandai idengan iadanya iserangan iterhadap iwilayah inegara ioleh 

ikekuatan ibersenjata. 

b. State iof iTension i(Spannungsfall), iyaitu ikeadaan idarurat ikarena iadanya 

iketegangan idalam ipenyelenggaraan inegara isecara iinternal imaupun 

ieksternal. 

c. Domestic iChallenges ito iState iAuthority, iyaitu ipergolakan iyang itimbul 

idi idalam inegeri isendiri iterhadap ipelaksana ikekuasaan inegara iyang 
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 iIwa iKusuma iSumantri, ilmu iHukum…., i57. 
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imenimbulkan iancaman iyang imembahayakan ieksistensi 

ipenyelenggaran inegara. 

d. Welfare iEmergency, iyaitu ikeadaan idarurat ikesejahteraan iyang iterkait 

idengan iancaman iyang itimbul ikarena ibencana ialam iatau ikeadaan iluar 

ibiasa iyang iserius.40 

 

Pasal i12 iUUD i1945 imenyebutkan ibahwa iharus iditentukan isyarat-

syarat iobjektif iuntuk ipemberlakuan, ipengawasan, idan ipengakhiran isuatu 

ikeadaan ibahaya iitu, isedangkan iPasal i22 iUUD i1945 itidak imenentukan 

iadanya isyarat-syarat iobjektif isemacam iitu, ikecuali imenyerahkan 

ipelaksanaan isepenuhnya ikepada iPresiden iuntuk imenilai isendiri iapakah 

ikondisi inegara iberada idalam ikeadaan igenting idan imemaksa iatau iterdapat 

ihal iihwal ikegentingan iyang ibersifat imemaksa iuntuk iditetapkannya isuatu 

iperaturan ipemerintah isebagai ipengganti iundang-undang i(perpu). 

Sementara iitu, iPasal i22 iUUD i1945 imemberikan ikewenangan ikepada 

iPresiden iuntuk isecara isubjektif imenilai ikeadaan inegara iatau ihal iihwal iyang 

iterkait idengan inegara iyang imenyebabkan isuatu iundang-undang itidak idapat 

idibentuk inegara, isedangkan ikebutuhan iadanya ipengaturan imateriil 

imengenai ihal iyang iperlu idiatur isudah isangat imendesak isehingga iPasal i22 

iUUD i1945 imemberikan ikewenangan ikepada iPresiden iuntuk imenetapkan 

iperaturan ipemerintah isebagai ipengganti iundang-undang i(perpu). iJika 
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 iJimly iAsshiddiqie, iHukum iTata iNegara iDarurat….., i64-65. 
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inantinya iperpu iitu itelah idinilai ioleh iDPR isebagaimana imestinya ihingga 

iahirnya iditerima ioleh iDPR, ibarulah idapat idikatakan ibahwa ikeadaan iatau 

ihal iihwal ikegentingan iyang imemaksa iyang imenjadi isyarat ipemberlakuan 

iPerpu iyang ibersangkutan imenjadi ikeadaan iatau ihal iihwal iyang imemang 

ibersifat ikegentingan iyang imemaksa iberdasarkan ipenilaian iobjektif iatas 

ikeadaan iatau ihal iihwal idimaksud iyang idilakukan ibersama-sama ioleh iDPR 

idan iPemerintah. 

B. Teori iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan 

Istilah iperundang-undangan idalam iKamus iBesar iBahasa iIndonesia idiartikan 

isebagai iketentuan idan iperaturan inegara iyang idibuat ioleh ipemerintah i(eksekutif) 

idisahkan ioleh iparlemen i(legislatif) iditandatangani ioleh ikepala inegara i(Presiden) 

idan imempunyai ikekuatan iyang imengikat.41
 iDalam iperundang-undangan iterdapat 

istilah ihirarki iyang ioleh iMaria iFarida indriati iSoeprapto iditerjemahkan idengan itata 

iatau isusunan isecara iberjenjang, idan iberlapis-lapis idi imana iperaturan iyang ilebih 

irendah iselalu ibersumber idan iberdasar ipada iperaturan iyang ilebih itinggi. iMenurut 

iHans iKelsen itentang ihirarkhi iyang imenyatakan ibahwa, inorma-norma ihukum iitu 

iberjenjang-jenjang idan iberlapis-lapis idalam isuatu ihirarkhi idalam itata isusunan. 

iini iberarti isuatu inorma iyang ilebih irendah iberlaku iyang ibersumber ipada inorma 

iyang ilebih itinggi, idemikian iseterusnya isampai ipada isuatu inorma iyang itidak 
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 iKamus iBesar iBahasa iIndonesia i(KBBI): iPerundang-undangan. 
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idapat iditelusuri ilebih ilanjut idan ibersifat ihipotesis idan ifiktif iyaitu inorma idasar 

i(Groundnorm).42 

Berdasarkan ipasal i7 iUU iNomor i12 iTahun i2011, ijenis idan ihierarki iperaturan 

iperundang-undangan iRepublik iIndonesia iadalah isebagai iberikut: 

1. UUD iNRI i1945 

2. Ketetapan iMajelis iPermusyawaratan iRakyat 

3. Undang-Undang/Peraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang i(Perpu) 

4. Peraturan iPemerintah i(PP) 

5. Peraturan iPresiden i(Perpres) 

6. Peraturan iDaerah iProvinsi i(Perda iProvinsi) 

7. Peraturan iDaerah iKabupaten/Kota i(Perda iKabupaten/Kota)43 

Menurut iA. iHamid iS iAttamimi idalam ipembentukan iperundang-undangan 

idi iNegara iRepublik iIndonesia iharus imengacu ipada iasas-asas ihukum iumum iyaitu 

iPancasila, iNegara iberdasarkan iatas ihukum, idan iPemerintahan iberdasarkan isistem 

ikonstitusi. iPancasila iberdasarkan iUUD iNRI i1945 imenjadi ilandasan ifilsafati 

itertinggi idalam ipembentukan iperundang-undangan idi iIndonesia. iHal iini 

idisebabkan ikarena iPancasila imenjadi icita ihukum i(rechtsidee) iyang imenguasai 

ihukum idasar itertulis imaupun itidak itertulis. iSebagai icita ihukum, inilai-nilai iyang 

iterkandung idalam ikelima isila iPancasila imenjadi iacuan ikonstruksi iberfikir ilembaga 

ipembentuk iperaturan iperundang-undangan idi itingkat ipusat imaupun idi idaerah iyang 

imengarahkan imateri imuatan iperundang-undangan iyang ibaik iyaitu iberisi 

                                                           
42

 iSoemardi, iTeori iHukum iMurni, iDasar-dasar ilmu iHukum iNormatif isebagai ilmu iHukum 

iEmpirik-Deskriptif i(Jakarta: iRimdi iPress, i1995), i126. 
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ikebenaran, ikeadilan, idan ikepastian ihukum ibagi iterwujudnya imasyarakat idan 

inegara ihukum iIndonesia iyang imadani. iPembentukan iperaturan iperundang 

iundangan idiatur idalam iUndang-Undang iNomor i12 iTahun i2011 itentang 

iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan, iyang imemuat iperaturan itertulis 

iyang imemuat inorma ihukum iyang imengikat isecara iumum idan idibentuk iatau 

iditetapkan ioleh ilembaga inegara iatau ipejabat iyang iberwenang imelalui iprosedur 

iyang iditetapkan idalam iperaturan iperundang-undangan. iPengertian iini 

imenunjukkan iunsur-unsur iagar idapat idikatakan isebagai iperaturan iperundang-

undangan, idiantaranya: 

1. Peraturan itertulis iyang imemuat inorma ihukum iyang imengikat isecara iumum; 

2. Dibentuk iatau iditetapkan ioleh ilembaga inegara iatau ipejabat iyang iberwenang; 

idan 

3. Pembentukan idan ipenetapannya imelalui iprosedur iyang iditetapkan idalam 

iperaturan iperundang-undangan. 

Pembentukan iUndang-undang idalam isuatu inegara iyang imenganut isistem 

idemokrasi imemiliki iprosedur itersendiri. iSistem idemokrasi idi isuatu inegara 

imenuntut iadanya itata icara iyang iterbuka iuntuk isuatu iproses ipembentukan iUndang-

undang ikarena idengan iadanya iketerbukaan iakan imemberikan ikesempatan ikepada 

imasyarakat iluas iuntuk imenyalurkan iaspirasinya isebagai ibentuk ikontrol iterhadap 

ilangkah iyang iakan iditempuh ioleh ipemerintah idalam ipembentukan iUndang-

undang. iKontrol imasyarakat iini ipenting iagar ipemerintah ilebih iberhati-hati idalam 

ipembentukan iUndang-undang iyang iakan iditujukan ikepada imasyarakat iluas. 
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Adanya itahap-tahap iyang itelah iditentukan idan idilakukan isecara itransparan 

iini, imasyarakat idapat imemilih idan imenentukan iberbagai ilangkah-langkah idalam 

ipembentukan iUU iyang imenarik iperhatiannya. iProsedur iadalah ibagian idari 

ipertanggung ijawaban idalam ipembentukan iUndang-undang. iKetika ipembentuk 

iUndang-undang imenempuh iberbagai itahap-tahap iyang iharus idilalui isesuai idengan 

iketentuan iyang iada, imaka iproses ipembentukan iUndang-undang iitu iakan 

imemperolah inilai iyang irendah iuntuk idapat idipertanggung ijawabkan ikepada 

ipublik. iJadi, iditempuhnya iprosedur isecara ibenar iadalah ibagian itak iterpisahkan 

idari ibentuk ipertanggung ijawaban ikepada ipublik idalam ipembentukan iUndang-

undang idalam isuatu inegara idemokrasi. 

Undang-undang imerupakan iproduk ihukum iyang idibentuk ioleh iDewan 

iPerwakilan iRakyat i(DPR) idan iPresiden, iuntuk iundang-undang itertentu imelibatkan 

iDewan iPerwakilan iDaerah i(DPD). iSecara igaris ibesar iproses ipembentukan 

iundang-undang iterbagi imenjadi i5 itahap, iyaitu iperencanaan, ipenyusunan, 

ipembahasan, ipengesahan idan ipengundangan. 

1. Tahapan iPerencanaan iUndang-Undang 

Perencanaan iadalah itahap idimana iDPR idan iPresiden i(serta iDPD 

iterkait iRUU itertentu imenyusun idaftar iRUU iyang iakan idisusun ikedepan. 

iProses iini iumumnya idikenal idengan istilah ipenyusunan iProgram iLegislasi 

iNasional i(Prolegnas). iHasil ipembahasan itersebut ikemudian idituangkan 

idalam iKeputusan iDPR.44 
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Ada idua ijenis iProlegnas, iyaitu iyang idisusun iuntuk ijangka iwaktu i5 

itahun i(Prolegnas iJangka iMenengah/Proleg iJM) idan itahunan i(Prolegnas 

iPrioritas iTahunan/Proleg iPT).45
 iSebelum isebuah iRUU idapat imasuk idalam 

iProlegnas itahunan, iDPR idan/Pemerintah isudah iharus imenyusun iterlebih 

idahulu iNaskah iAkademik idan iRUU itersebut. iNamun iProlegnas ibukanlah 

isatu-satunya iacuan idalam iperencanaan ipembentukan iUU. iDimungkinkan 

iadanya ipembahasan iatas iRUU iyang itidak iterdapat idalam iprolegnas, ikarena 

imuncul ikeadaan itertentu iyang iperlu isegera idirespon.46
 iPada itahap 

imengumpulkan imasukan, iPemerintah, iDPR, idan iDPD isecara iterpisah 

imembuat idaftar iRUU, ibaik idari ikementerian/lembaga, ianggota iDPR/DPD, 

ifraksi, iserta imasyarakat. iUsul iRancangan iUndang-Undang idapat iberasal idari 

iDPR, iPresiden idan iDPD. 

2. Tahapan iPenyusunan iRancangan iUndang-Undang 

Tahap iPenyusunan iRUU imerupakan itahap ipenyiapan isebelum isebuah 

iRUU idibahas ibersama iantara iDPR idan iPemerintah. iTahap iini iterdiri idari: 

a. Penyusunan irancangan iundang-undang, 

b. Selanjutnya iadalah iharmonisasi, ipembulatan, idan ipemantapan 

ikonsepsi 

c. Pembuatan inaskah iakademik, i 

Dalam iUU iNo. i12 iTahun i2011 iTentang iPembentukan iPeraturan 

iPerundang-Undangan iPasal i43 iayat i3 idinyatakan ibahwa i“Rancangan 
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 iUU iNo. i12 iTahun i2011 iPasal i20 iayat i3 
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iUndang-Undang iyang iberasal idari iDPR. iPersiden, iatau iDPD iharus idisertai 

iNaskah iAkademik”. iPada iayat i4 idinyakan ibahwa: i“Katentuan ipada iayat i3 

itidak iberlaku ibagi iRancangan iUndang-Undang imengenai: 

a. Anggaran iPendapatan idan iBelanja iNegara 

b. Penetapan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang imenjadi 

iUndang-Undang iatau 

c. Pencabutan iUndang-Undang iatau ipencabutan iPeraturan iPemerintah 

iPengganti iUndang-Undang.” 

Dalam iPasal i48 ijuga idinyatakan ibahwa: i“Rancangan iUndang-Undang 

idari iDPD idisampaikan isecara itertulis ioleh ipimpinan iDPD ikepada ipinpinan 

iDPR idan iharus idisertai iNaskah iakademik.” i 

Dari iisi iPasal i43 iUU iNo. i12 iTahun i2011 idi iatas idipahami ibahwa 

iRancangan iUndang-Undang iyang iberasal idari iDPR, iPresiden idan iDPD, 

iyang iruang ilingkupnya imeliputi i(Rancangan iPeraturan iDaerah iPropinsi iatau 

iRancangan iPeraturan iDaerah iKabupaten/Kota) iharus idisertai iNaskah 

iAkademik, itetapi itidak iberlaku ipada iRancangan iUndang-Undang imengenai 

iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iNegara, iPenetapan iPeraturan iPemerintah 

iPengganti iUndang-Undang idan iPencabutan iUndang-Undang iatau 

iPencabutan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang. 

3. Tahap iPembahasan iRancangan iUndang-Undang 

Pembahasan imateri iRUU iantara iDPR idan iPresiden i(juga idengan iDPD, 

ikhusus iuntuk itopik-topik itertentu) imelalui i2 itingkat ipembicaraan. iTingkat i1 
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iadalah ipembicaraan idalam irapat ikomisi, irapat igabungan ikomisi, irapat ibadan 

ilegislasi, irapat ibadan ianggaran iatau irapat ipanitia ikhusus. iTingkat i2 iadalah 

ipembicaraan idalam irapat iparipurna. iPengaturan isebelumnya iDPD ihanya 

i“diizinkan” iuntuk ikut iserta idalam ipembahasan itingkat i1, ikemudian iDPD ikut 

idalam ipembahasan itingkat i2.47
 iNamun iperan iDPD itidak isampai ikepada ikut 

imemberikan ipersetujuan iterhadap isuatu iRUU. iPersetujuan ibersama iterhadap 

isuatu iRUU itetap imenjadi ikewenangan iPresiden idan iDPR. itidak ikut iserta 

ipada ipemberian ipersetujuan iakhir iyang ilazimnya idilakukan ipada irapat 

iparipurna iDPR ipembahasan iTingkat iI. iArtinya, iDPD idapat isaja ikut 

imembahas idan imemberi ipendapat ipada isaat irapat iparipurna iDPR iyang 

imembahas iRUU ipada iTingkat iI, itetapi itidak imemiliki ihak imemberi 

ipersetujuan iterhadap iRUU iyang ibersangkutan. iPersetujuan iterhadap iRUU 

iuntuk imenjadi iUndang-Undang, iterkait idengan iketentuan iPasal i20 iayat i(2) 

iUUD i1945 iyang imenegaskan ibahwa ihanya iDPR idan iPresidenlah iyang 

imemiliki ihak imemberi ipersetujuan iatas isemua iRUU. 

4. Tahap iPengesahan iUndang-Undang 

Berdasarkan iUU iNomor i12 iTahun i2011 iPasal i72 iPenyampaian iRUU 

iyang itelah idisetujui ibersama iDPR idan iPresiden itersebut idilakukan idalam 

ijangka iwaktu ipaling ilambat i7 i(tujuh) ihari isejak itanggal ipersetujuan ibersama. 

iSetelah imenerima iRUU iyang itelah idisetujui iDPR idan iPresiden itersebut, 

iSekretariat iNegara iakan imenuangkannya idalam ikertas ikepresidenan idan 
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iakhirnya idikirimkan ikepada iPresiden iuntuk idisahkan imenjadi iUU. 

iPengesahan iRUU iyang itelah idisetujui ibersama itersebut idilakukan idengan 

imembubuhkan itanda itangan idalam ijangka iwaktu ipaling ilambat i30 i(tiga 

ipuluh) ihari isejak iRUU itersebut idisetujui ioleh iDPR idan iPresiden. iSetelah 

iPresiden imengesahkan iRUU iyang itelah idisetujui ibersama idengan iDPR 

itersebut, imaka iUndang-Undang iitu ikemudian idiundangkan ioleh iMenteri 

iagar iUndang-Undang iitu idapat iberlaku idan imempunyai ikekuatan ihukum 

imengikat iumum. 

5. Tahap iPengundangan 

Setelah iPresiden imengesahkan irancangan iundang-undang iyang itelah 

idisetujui ibersam idengan iDPR itersebut, imaka iundang-undang itersebut 

ikemudian idiundangkan ioleh iMenteri iyang itugas idan itanggung ijawabnya 

idibidang iperaturan iperundang-undangan iagar iundang-undang itersebut idapat 

iberlaku idan imengikat iumum. iPada idasarnya iPeraturan iperundang-undangan 

imulai iberlaku idan imempunyai ikekuatan imengikat ipada itanggal 

idiundangkan, ikecuali iditentukan ilain idalam iperaturan iperundang-undangan 

iyang ibersangkutan. 

Dalam ihal irancangan iundang-undang itersebut itidak iditandatangani 

ioleh iPresiden idalam iwaktu ipaling ilambat i30 ihari isejak irancangan iundang-

undang itersebut idisetujui ibersama, imaka irancangan iundang-undang itersebut 

isah imenjadi iundang-undang idan iwajib idiundangkan, isesuai idengan 
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iketentuan iPasal i73 iayat i(3) iUndang-Undang iNo. i12 iTahun i2011, idan iPasal 

i20 iayat i(5) iUUD iNRI i1945. i 

Setelah iUndang-Undang itersebut idiundangkan idalam iLembaran 

iNegara iRepublik iIndonesia, iPemerintah iwajib, imenyebarluaskan iUndang-

Undang iyang itelah idiundangkan itersebut.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 iPasal i51 iUU iNo. i12 iTahun i2011 itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan 
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BAB iIII 

MEKANISME iPEMBENTUKAN iUNDANG-UNDANG iNO. i2 

iTAHUN i2020 iSEBAGAI iPRODUK iHUKUM iDARURAT 

 

A. Penetapan iPandemi iCovid-19 isebagai iSuatu iKeadaan iDarurat 

Covid-19 imerupakan ijenis ivirus ibaru iyang imenimbulkan ipandemi iglobal 

ipada iawal itahun i2020 idi ibanyak inegara idi idunia, itak iterkecuali idi iIndonesia. 

iMeluasnya ipenularan iCovid-19 imenjadikan idunia isemakin iresah, itak iterkecuali idi 

iIndonesia. iCovid-19 imerupakan ijenis ivirus ibaru, isehingga ibanyak ipihak iyang 

ibelum imengerti itata icara ipenanggulangan ivirus itersebut. iSelain iitu, ipeningkatan 

ikasus iCovid-19 idi iIndonesia iberdampak ipada iberbagai isektor ikehidupan idan 

istabilitas inegara. iPemerintah iIndonesia isecara iresmi imenetapkan iwabah ivirus 

iCovid-19 isebagai ibencana inasional. iPenetapan istatus ibencana inasional iini 

itercantum idalam iKeputusan iPresiden i(Kepres) iNo. i12 iTahun i2020 itentang 

iPenetapan iBencana iNonalam iPenyebaran iCovid-19 isebagai iBencana iSosial. 

Pada ikenyataannya, iCovid-19 itidak ihanya imemberikan idampak iburuk 

iterhadap imasalah ikesehatan, itetapi ijuga imemberikan idampak iburuk ibagi imasalah 

ikemanusiaan iyang iberpengaruh ipada iaspek isosial idan iekonomi inasional. iMaka 

idari iitu, ipemerintah iperlu imenganggarkan idana itambahan ibagi ipenanganan 

ipandemi iini. iDana itersebut itidak ihanya iuntuk ibidang ikesehatan, itetapi ijuga iuntuk 

isocial isafety inet, ipemulihan ikredit idan iaspek-aspek iterdampak ilainnya. iKeadaan 

iini iharus iditangani isecara icermat idan isigap ioleh iPemerintah, iapabila idibiarkan 

iberlarut-larut imaka idampak ipandemi iCovid-19 iakan imenghambat ipertumbuhan 
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iekonomi inasional, imenurunkan ijumlah ipendapatan inegara, idan imeningkatkan 

ibelanja iserta ipembiayaan inegara isebagai ilong-term ieffect iyang isulit idipulihkan.49 

Dampak ipandemi iCovid-19 iyang iluar ibiasa iini isudah isangat imembahayakan 

ibagi imasyarakat idan imengganggu ipenyelenggaraan inegara idalam iberbagai isektor. 

iKeadaan ibahaya iakibat ipandemi iini ikemudian imenimbulkan ikeadaan idarurat 

idalam iketatanegaraan inegara iIndonesia. iKeadaan idarurat iini imuncul ikarena inegara 

idihadapkan ipada iancaman iterhadap iperlindungan inyawa iwarga inegaranya iyang 

imemerlukan itindakan iresponsif iyang isebelumnya itidak idapat iditerapkan idalam 

ikeadaan inormal imenurut iprinsip-prinsip iyang idianut ioleh ipemerintah.50 

Pemerintah ikemudian imerespon ikeadaan iini idengan imenerbitkan isuatu 

iregulasi iuntuk imengatur istabilitas ikeuangan inegara iyang iterdampak ipandemi 

iCovid-19 iini. iRegulasi itersebut idituangkan idalam iPeraturan iPemerintah iPengganti 

iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i1 iTahun i2020 itentang iKebijakan 

iKeuangan iNegara idan iStabilitas iSistem iKeuangan iUntuk iPenanganan iPandemi 

iCorona iVirus iDisease i2019 i(Covid-19) idan/atau idalam iRangka iMenghadapi 

iAncaman iYang iMembahayakan iPerekonomian iNasional idan/atau iStabilitas iSistem 

iKeuangan i(Perppu) iyang ikemudian idisahkan imenjadi iUndang-Undang iNo. i2 

iTahun i2020.51 

Berlakunya iUU iNomor i2 iTahun i2020 iternyata imenimbulkan imasalah 

iketatanegaraan ikarena idari isegi itujuan ipembentukannya iUU iyang idahulunya 

                                                           
49

 iSiti iNurhalimah, i“Menyoal iKegentingan idan iPasal impunitas idalam iPerppu iCorona”, i‘Adalah: 

iBuletin iHukum idan iKeadilan, iVol. i4 iNo. i1 i(2020), i36. 
50

 iJimly iAsshiddiqie, iHukum iTata iNegara iDarurat i(Jakarta: iRajawali iPers, i2008), i58. 
51

 iIbid. 
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iPerppu i1 iTahun i2020 itersebut iditujukan isecara iterbatas iyaitu iuntuk idan iselama 

ipenanganan iCovid-19. iJika iCovid-19 itelah iselesai imaka iberbagai iketentuan idalam 

iUU iNomor i2 iTahun i2020 isudah ipasti itidak irelevan ilagi iditerapkan. iTerlebih, idari 

isegi isubstansi iketentuan idalam iUU itersebut ibanyak imembatalkan iberbagai 

iketentuan idalam iundang-undang ilainnya. 

Seperti idiketahui iUUD i1945 imengenai isoal iini ihanya imengaturnya idalam 

ipasal i12 idan idalam ipasal i22 iayat i(1), i(2), idan i(3). iPasal i12 iberbunyi i“presiden 

imenyatakan ikeadaan ibahaya. iSyarat-syarat idan iakibatnya ikeadaan ibahaya 

iditetapkan idengan iundang-undang”. iKeadaan ibahaya iyang idimaksud idalam ipasal 

iini iadalah isama idengan ipengertian ikeadaan idarurat iatau i“state iof iexception”, 

i“state iof iemergency”, iatau i“etat ide isiege”. iSedangkan ipasal i22 iUUD i1945 iberisi 

itiga iayat, iyaitu: 

1. Dalam ihal iihwal ikegentingan iyang imemaksa, ipresiden iberhak imenetapkan 

iperaturan ipemerintah isebagai ipengganti iundang-undang 

2. Peraturan ipemerintah iitu iharus imendapat ipersetujuan iDewan iPerwakilan 

iRakyat idalam ipersidangan iyang iberikut 

3. Jika itidak imendapat ipersetujuan, imaka iperaturan ipemerintah iitu iharus idicabut. 

 

Disamping iitu ipasal i28I iAyat i(1) iUUD i1945 imenyatakan: 

“hak iuntuk ihidup, ihak iuntuk itidak idisiksa, ihak ikemerdekaan ipikiran 

idan ihati inurani, ihak iberagama, ihak iuntuk itidak idiperbudak, ihak iuntuk 

idiakui isebagai ipribadi idihadapan ihukum, idan ihak iuntuk itidak idituntut 

iatas idasar ihukum iyang iberlaku isurut iadalah ihak iasasi imanusia iyang 

itidak idapat idikurangi idalam ikeadaan iapapun” 
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Dengan iketentuan idemikian, iberarti iada ijenis ihak-hak iasasi imanusia iyang 

ioleh iUUD i1945 idilindungi isecara imutlak, idalam ikeadaan iapapun. iMaksud i“dalam 

ikeadaan iapapun” iitu itentunya itermasuk ikondisi inegara idalam ikeadaan idarurat iatau 

itidak inormal. 

Pasal i22 iUUD i1945 imenyatakan: 

(1) “dalam ihal iihwal ikegentingan iyang imemaksa, ipresiden iberhak 

imenetapkan iperaturan ipemerintah isebagai ipengganti iundang-

undang, 

(2) peraturan ipemerintah iitu iharus imendapat ipersetujuan idewan 

iperwakilan irakyat idalam ipersidangan iyang iberikut.” 

 

Klausul ikonstitusi iini imerupakan idasar ipemberian ikewenangan ibagi ipresiden 

iuntuk imenerbitkan iperaturan isetingkat iundang-undang itanpa imelibatkan 

iperlemen. iKekuasaan ipembentukan iperaturan iperundang-undangan ipengganti 

iundang-undang i(Perpu) iini ilazim idiberbagai inegara, ikhususnya idi inegara 

ibersistem ipresidensial.52 

Di iIndonesia ipanduan ibagi ipenggunaan ifrasa i“kegentingan iyang imemaksa” 

isaat iini isudah idiberikan ioleh iMahkamah iKonstitusi. iBerdasarkan ipertimbangan 

imahkamah i(ratio idecidendi) idalam iputusan iMK iNo. i138/PUU-VII/2009 idan iada 

itiga isyarat isebagai iparameter iadanya i“kegentingan iyang imemaksa” ibagi ipresiden 

iuntuk imenetapkan iPerpu, iyaitu i: 

1. Adanya ikeadaan iyaitu ikebutuhan imendesak iuntuk imenyelesaikan imasalah 

ihukum isecara icepat iberdasarkan iundang-undang 

                                                           
52

 iFitra iarsil, imenggagas ipembatas ipembentukan idan imateri imuatan iPerpu: istudi iperbandingan 

ipengaturan idan ipenggunaan iPerpu idinegara-negara ipresidensial,”jurnal ihukum i& 

ipembangunan. iVol.48 ino.1, i2018.1-21. iHal.2 
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2. Undang-undang iyang idibutuhkan itersebut ibelum iada isehingga iterjadi 

ikekosongan ihukum iatau iada iundang-undang itetapi itidak imemadai 

3. Kekosongan ihukum itersebut itidak idapat idi iatas idengan icara imembuat iundang-

undang isecara iprosedur ibiasa ikarena iakan imemerlukan iwaktu iyang icukup 

ilama isedangkan ikeadaan iyang imendesak itersebut iperlu ikepastian iuntuk 

idiselesaikan 

 

Dalam iputusan iyang ilain imahkamah ikonstitusi, iyaitu iputusan iMK 

iNo.003/PUU-III/2005 itanggal i7 iJuli i2005, iMK iberpendapat ibahwa i“hal iihwal 

ikegentingan iyang imemaksa” itidak iharus idisamakan idengan iadanya ikeadaan 

ibahaya idengan itingkatan ikeadaan idarurat isipil, imiliter, iatau ikeadaan iperang. iPada 

isaatu iitu idinyatakan ibahwa iperihal i“kegentingan iyang imemaksa” imenjadi ihak 

isubjektif ipresiden iuntuk imenentukannya iyang ikemudian iakan imenjadi iobjektif 

ijika idisetujui ioleh iDPR iuntuk iditetapkan isebagai iundang-undang. 

Dengan ikonsep iyang idisebutkan idi iatas imaka idapat idikatakan i“kegentingan 

imemaksa” ibukanlah ialasan iuntuk imengaktivasi ihukum idarurat. iSistem ihukum 

iyang iberlaku iadalah ihukum idalam ikeadaan inormal. iPenggunaan iPerpu itidak 

imenyebabkan isituasi inegara idalam ikeadaan idarurat iatau iyang imembahayakan. 

iNamun, ikarena ikedudukan iPerpu isetara idengan iundang-undang imaka isepanjang 

idiatur iberbeda, iketentuan-ketentuan idalam iPerpu idapat imengesampingkan 

iundang-undang. iKonstitusi iyang ikedudukan ilebih itinggi idari iPerpu idan iundang-
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undang itidak iboleh idikesampingkan ioleh iketentuan-ketentuan iyang iterdapat 

ididalam iPerpu. 

Meskipun ipengertian idari ihal iihwal ikegentingan iyang imemaksa, 

isesungguhnya itidak iselalu iada ihubungannya idengan ipengertian i“keadaaan 

ibahaya”. iKendati idemikian, itetap isaja itidak idapat idielakkan ijika iselama iini iada 

ikesan ibahwa iPerppu iitu iditetapkan isehubungan idengan iadaanya ikeadaan igenting 

iyang idi ikonotasikan idengan ikeadaan ibahaya. iMemang idapat iditerima ibahwa 

ipengertian i“kegentingan iyang imemaksa” isebagai isuatu ikeadaan idarurat idan itidak 

ihanya iterbatas ipada iancaman ibahaya iatas ikeamanan, ikeutuhan inegara, iatau 

iketertiban iumum. iSebagaimana idalam iprakteknya, itenyata idapat ipula 

idikategorikan isebagai i“kegentingan iyang imemaksa”, imisalnya ikrisis idi ibidang 

iekonomi iyang imenimbulkan iekses iyang ibersifat imasif, ibencana ialam iataupun 

ikeadaan ilain iyang imemerlukan ipengaturan isetingkat iUndang-undang. iDapat ipula 

idimasukkan ikalau iterjadi ikekosongan iUndang-undang iyang imendesak iuntuk 

idiadakan, iatau ipenangguhan ipenerapan isuatu iUndang-undang iyang iakan 

imengganggu iatau imenimbulkan ikeguncangan iatas iketertiban iumum, iatau imelukai 

irasa ikeadilan iapabila iUndang-undang iitu iditerapkan.53 

Kegentingan iberarti iada isuasana iatau ikeadaan iyang imemerlukan ipenanganan 

icepat idan isegera. iHal iini ibisa isaja ikarena ikeadaan itersebut imerupakan isituasi 

ibencana ialam iyang idisebabkan ialam i(nature idisaster) iatau ibencana iyang 

idisebabkan imanusia i(man imade idisaster). iBencana ialam iseperti itsunami, ibanjir, 

                                                           
53

 iSumali, iReduksi iKekuasaan iEksekutif iDi iBidang iPeraturan iPengganti iUndang-Undang i(Perpu), 

iCetakan iPertama, i(Malang: iUMM iPress, i2002), ih. i89. 
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igempa ibumi, igunung imeletus, idan ilain isebagainya. iSedangkan ibencana iyang 

idisebabkan imanusi iseperti ipeperangan, ikerusuhan, ikekacauan, idan isebagainya. 

iEsensi idari ikeadaan ikegentingan imemaksa iadalah iadanya imateri itertentu iyang 

imerupakan imateri imuatan iUndang-undang iyang iseharusnya idiatur idengan 

iUndang-undang, itetapi ikarena iketerbatasan iwaktu imaka idiatur ioleh iPresiden 

idalam ibentuk iPerppu. iDengan ikata ilain, ikeadaan ikegentingan imemaksa iadalah 

ikeadaan idimana iDPR itidak isanggup idengan isegera idapat imenjalankan ifungsi 

ilegislasinya isecara inormal. iOleh ikarena iitu, iPerppu iyang idikeluarkan iharus 

imendapat iPersetujuan idari iDPR idipersidangan iberikutnya. iHal iini iberarti iPerppu 

imateri imuatannya imerupakan imateri imuatan iUndang-undang. 

Menurut iSumali iyang imengutip igagasan idari iBagir iManan imengatakan, 

i“bahwa isedikitnya iterdapat idua imacam iatau indikator iatau iunsur ikegentingan iyang 

imemaksa, iyaitu ipertama iunsur ikrisis i(crisis), idianggap isuatu ikeadaan ikrisis 

iapabila iterdapat isuatu igangguan iyang imenimbulkan ikegetingan idan ibersifat 

imendadak. iKedua, iunsur ikemendesakan i(emergency), iapabila iterjadi iberbagai 

ikeadaan iyang itidak idiperhitungkan isebelumnya idan imenuntut isuatu itindakan 

isegera itanpa imenunggu ipermusyawaratan iterlebih idahulu. iSelanjutnya iBagir 

iManan imenambahakan, iselain iunsur ikrisis idan ikemendesakan itersebut idapat ipula 

idimasukan ikriteria itelah iada itanda-tanda ipermulaan iyang inyata idan imenurut inalar 

iyang iwajar, iapabila itidak idiatur isegera iakan imenimbulkan igangguan ibaik ibagi 

imasyarakat imaupun iterhadap ijalannnya ipemerintahan”. 
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B. Mekanisme iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan 

Undang-Undang iNo. i15 iTahun i2019 itentang iPerubahan iatas iUndang-Undang 

iNo. i12 iTahun i2011 itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan 

imenjelaskan ibahwa iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan iadalah 

ipembuatan iPeraturan iPerundang-undangan iyang imencakup itahapan iperencanaan, 

ipenyusunan, ipembahasan, ipengesahan iatau ipenetapan, idan ipengundangan.54
 

iSedangkan iUndang-Undang iadalah iPeraturan iPerundang-undangan iyang idibentuk 

ioleh iDewan iPerwakilan iRakyat idengan ipersetujuan ibersama iPresiden.55 

Berikut iini ipenjelasan iproses ipembentukan iundang-undang iterbagi imenjadi i5 

itahap, iyaitu iperencanaan, ipenyusunan, ipembahasan, ipengesahan idan 

ipengundangan isebagai iberikut: 

1. Tahapan iPerencanaan iUndang-Undang 

Perencanaan iadalah itahap idimana iDPR idan iPresiden i(serta iDPD 

iterkait iRUU itertentu imenyusun idaftar iRUU iyang iakan idisusun ikedepan. 

iProses iini iumumnya idikenal idengan istilah ipenyusunan iProgram iLegislasi 

iNasional i(Prolegnas). iHasil ipembahasan itersebut ikemudian idituangkan 

idalam iKeputusan iDPR.56 

Ada idua ijenis iProlegnas, iyaitu iyang idisusun iuntuk ijangka iwaktu i5 

itahun i(Prolegnas iJangka iMenengah/Proleg iJM) idan itahunan i(Prolegnas 

iPrioritas iTahunan/Proleg iPT).57
 iSebelum isebuah iRUU idapat imasuk idalam 

                                                           
54

 iPasal i1 iayat i(1) iUndang-Undang iNo. i15 iTahun i2019 
55

 iPasal i1 iayat i(3) iUndang-Undang iNo. i15 iTahun i2019 
56

 iUU iNo. i12 iTahun i2011 iPasal i22 iayat i2 
57

 iUU iNo. i12 iTahun i2011 iPasal i20 iayat i3 
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iProlegnas itahunan, iDPR idan/Pemerintah isudah iharus imenyusun iterlebih 

idahulu iNaskah iAkademik idan iRUU itersebut. iNamun iProlegnas ibukanlah 

isatu-satunya iacuan idalam iperencanaan ipembentukan iUU. iDimungkinkan 

iadanya ipembahasan iatas iRUU iyang itidak iterdapat idalam iprolegnas, ikarena 

imuncul ikeadaan itertentu iyang iperlu isegera idirespon.58
 iPada itahap 

imengumpulkan imasukan, iPemerintah, iDPR, idan iDPD isecara iterpisah 

imembuat idaftar iRUU, ibaik idari ikementerian/lembaga, ianggota iDPR/DPD, 

ifraksi, iserta imasyarakat. iUsul iRancangan iUndang-Undang idapat iberasal idari 

iDPR, iPresiden idan iDPD. 

2. Tahapan iPenyusunan iRancangan iUndang-Undang 

Tahap iPenyusunan iRUU imerupakan itahap ipenyiapan isebelum isebuah 

iRUU idibahas ibersama iantara iDPR idan iPemerintah. iTahap iini iterdiri idari: 

a. Penyusunan irancangan iundang-undang, 

d. Selanjutnya iadalah iharmonisasi, ipembulatan, idan ipemantapan 

ikonsepsi 

e. Pembuatan inaskah iakademik. 

Dalam iUU iNo. i12 iTahun i2011 iTentang iPembentukan iPeraturan 

iPerundang-Undangan iPasal i43 iayat i3 idinyatakan ibahwa i“Rancangan 

iUndang-Undang iyang iberasal idari iDPR. iPersiden, iatau iDPD iharus idisertai 

iNaskah iAkademik”. iPada iayat i4 idinyakan ibahwa: i“Katentuan ipada iayat i3 

itidak iberlaku ibagi iRancangan iUndang-Undang imengenai: 

                                                           
58

 iUU iNo. i12 iTahun i2011 iPasal i23 iayat i2 
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a. Anggaran iPendapatan idan iBelanja iNegara 

b. Penetapan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang imenjadi 

iUndang-Undang iatau 

c. Pencabutan iUndang-Undang iatau ipencabutan iPeraturan iPemerintah 

iPengganti iUndang-Undang. 

Dalam iPasal i48 ijuga idinyatakan ibahwa: i“Rancangan iUndang-Undang 

idari iDPD idisampaikan isecara itertulis ioleh ipimpinan iDPD ikepada ipinpinan 

iDPR idan iharus idisertai iNaskah iakademik”. i 

Dari iisi iPasal i43 iUU iNo. i12 iTahun i2011 idi iatas idipahami ibahwa 

iRancangan iUndang-Undang iyang iberasal idari iDPR, iPresiden idan iDPD, 

iyang iruang ilingkupnya imeliputi i(Rancangan iPeraturan iDaerah iPropinsi iatau 

iRancangan iPeraturan iDaerah iKabupaten/Kota) iharus idisertai iNaskah 

iAkademik, itetapi itidak iberlaku ipada iRancangan iUndang-Undang imengenai 

iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iNegara, iPenetapan iPeraturan iPemerintah 

iPengganti iUndang-Undang idan iPencabutan iUndang-Undang iatau 

iPencabutan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang. 

3. Tahap iPembahasan iRancangan iUndang-Undang 

Pembahasan imateri iRUU iantara iDPR idan iPresiden i(juga idengan iDPD, 

ikhusus iuntuk itopik-topik itertentu) imelalui i2 itingkat ipembicaraan. iTingkat i1 

iadalah ipembicaraan idalam irapat ikomisi, irapat igabungan ikomisi, irapat ibadan 

ilegislasi, irapat ibadan ianggaran iatau irapat ipanitia ikhusus. iTingkat i2 iadalah 

ipembicaraan idalam irapat iparipurna. iPengaturan isebelumnya iDPD ihanya 
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i“diizinkan” iuntuk ikut iserta idalam ipembahasan itingkat i1, ikemudian iDPD ikut 

idalam ipembahasan itingkat i2.59
 iNamun iperan iDPD itidak isampai ikepada ikut 

imemberikan ipersetujuan iterhadap isuatu iRUU. iPersetujuan ibersama iterhadap 

isuatu iRUU itetap imenjadi ikewenangan iPresiden idan iDPR. itidak ikut iserta 

ipada ipemberian ipersetujuan iakhir iyang ilazimnya idilakukan ipada irapat 

iparipurna iDPR ipembahasan iTingkat iI. iArtinya, iDPD idapat isaja ikut 

imembahas idan imemberi ipendapat ipada isaat irapat iparipurna iDPR iyang 

imembahas iRUU ipada iTingkat iI, itetapi itidak imemiliki ihak imemberi 

ipersetujuan iterhadap iRUU iyang ibersangkutan. iPersetujuan iterhadap iRUU 

iuntuk imenjadi iUndang-Undang, iterkait idengan iketentuan iPasal i20 iayat i(2) 

iUUD i1945 iyang imenegaskan ibahwa ihanya iDPR idan iPresidenlah iyang 

imemiliki ihak imemberi ipersetujuan iatas isemua iRUU. 

4. Tahap iPengesahan iUndang-Undang 

Berdasarkan iUU iNomor i12 iTahun i2011 iPasal i72 iPenyampaian iRUU 

iyang itelah idisetujui ibersama iDPR idan iPresiden itersebut idilakukan idalam 

ijangka iwaktu ipaling ilambat i7 i(tujuh) ihari isejak itanggal ipersetujuan ibersama. 

iSetelah imenerima iRUU iyang itelah idisetujui iDPR idan iPresiden itersebut, 

iSekretariat iNegara iakan imenuangkannya idalam ikertas ikepresidenan idan 

iakhirnya idikirimkan ikepada iPresiden iuntuk idisahkan imenjadi iUU. 

iPengesahan iRUU iyang itelah idisetujui ibersama itersebut idilakukan idengan 

imembubuhkan itanda itangan idalam ijangka iwaktu ipaling ilambat i30 i(tiga 

                                                           
59

 iKeputusan iMahkamah iKonstitusi iNo.92/PUU-X/2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

55 
 

ipuluh) ihari isejak iRUU itersebut idisetujui ioleh iDPR idan iPresiden. iSetelah 

iPresiden imengesahkan iRUU iyang itelah idisetujui ibersama idengan iDPR 

itersebut, imaka iUndang-Undang iitu ikemudian idiundangkan ioleh iMenteri 

iagar iUndang-Undang iitu idapat iberlaku idan imempunyai ikekuatan ihukum 

imengikat iumum. 

5. Tahap iPengundangan 

Setelah iPresiden imengesahkan irancangan iundang-undang iyang itelah 

idisetujui ibersam idengan iDPR itersebut, imaka iundang-undang itersebut 

ikemudian idiundangkan ioleh iMenteri iyang itugas idan itanggung ijawabnya 

idibidang iperaturan iperundang-undangan iagar iundang-undang itersebut idapat 

iberlaku idan imengikat iumum. iPada idasarnya iPeraturan iperundang-undangan 

imulai iberlaku idan imempunyai ikekuatan imengikat ipada itanggal 

idiundangkan, ikecuali iditentukan ilain idalam iperaturan iperundang-undangan 

iyang ibersangkutan. 

Dalam ihal irancangan iundang-undang itersebut itidak iditandatangani 

ioleh iPresiden idalam iwaktu ipaling ilambat i30 ihari isejak irancangan iundang-

undang itersebut idisetujui ibersama, imaka irancangan iundang-undang itersebut 

isah imenjadi iundang-undang idan iwajib idiundangkan, isesuai idengan 

iketentuan iPasal i73 iayat i(3) iUndang-Undang iNo. i12 iTahun i2011, idan iPasal 

i20 iayat i(5) iUUD iNRI i1945. i 
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Setelah iUndang-Undang itersebut idiundangkan idalam iLembaran 

iNegara iRepublik iIndonesia, iPemerintah iwajib, imenyebarluaskan iUndang-

Undang iyang itelah idiundangkan itersebut.60 

Secara igaris ibesar, ipembentukan iUndang-Undang idapat idigambarkan idalam 

iskema iberikut: 

 

Gambar i3.1 

Mekanisme iPembentukan iUndang-Undang iBerdasarkan iUndang-Undang iNo. i12 

iTahun i2011 

 

                                                           
60

 iPasal i51 iUU iNo. i12 iTahun i2011 itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan 
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C. Mekanisme iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan idalam iKeadaan 

iDarurat 

Pasal i23 iayat i(2) iUU iNo. i15 iTahun i2019 itentang iPerubahan iatas iUU. i12 

iTahun i2011 itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan imenjelaskan 

ibahwa iDPR iatau iPresiden idapat imengajukan iRUU idi iluar iProlegnas isebagaimana 

ibunyi ipasal iini, ibahwa: 

“(2) iDalam ikeadaan itertentu, iDPR iatau iPresiden idapat imengajukan 

iRancangan iUndang-Undang idi iluar iProlegnas imencakup: 

a. untuk imengatasi ikeadaan iluar ibiasa, ikeadaan ikonflik, iatau ibencana 

ialam; idan 

b. keadaan itertentu ilainnya iyang imemastikan iadanya iurgensi inasional 

iatas isuatu iRancangan iUndang-Undang iyang idapat idisetujui 

ibersama ioleh ialat ikelengkapan iDPR iyang ikhusus imenangani ibidang 

ilegislasi idan imenteri iatau ikepala ilembaga iyang imenyelenggarakan 

iurusan ipemerintahan idi ibidang iPembentukan iPeraturan iPerundang-

undangan”61 

 

UUD iNRI i1945 itelah imengatur imengenai ikewenangan iPresiden iuntuk 

imenetapkan iPerpu ijika iterjadi isuatu ikegentingan iyang imemaksa isebagaimana 

iyang idisebutkan ipada iPasal i22 iUUD iNRI i1945, iyang iberbunyi: 

 i“Dalam ihal iihwal ikegentingan iyang imemaksa iPresiden 

imenetapkan iperaturan ipemerintah ipengganti iundang-undang.”62 

 

Pasal i22 iUUD iNRI i1945 imemberikan ikewenangan ikepada iPresiden iuntuk 

isecara isubjektif imenilai ikeadaan inegara iatau ihal iihwal iyang iterkait idengan inegara 

iyang imenyebabkan isuatu iundang-undang itidak idapat idibentuk inegara, isedangkan 

                                                           
61

 iPasal i23 iayat i(2) iUU iNo. i15 iTahun i2019 itentang iPerubahan iatas iUU. i12 iTahun i2011 itentang 

iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan 
62

 iPasal i22 iUUD iNRI i1945. 
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ikebutuhan iadanya ipengaturan imateriil imengenai ihal iyang iperlu idiatur itersebut 

isudah isangat imendesak, isehingga iPasal i22 iUUD i1945 imemberikan ikewenangan 

ikepada iPresiden iuntuk imenetapkan iperaturan ipemerintah isebagai ipengganti 

iundang-undang i(Perpu). 

Perpu iyang itelah iditetapkan ipresiden iharus idiajukan ike iDPR idalam 

ipersidangan iberikutnya idalam ibentuk iRUU itentang ipenetapan iPerpu imenjadi 

iUndang-Undang i(UU). iSelanjutnya idalam irapat iparipurna, iDPR ihanya 

imemberikan ipersetujuan iatau itidak imemberikan ipersetujuan iterhadap iPerpu 

itersebut iuntuk idisahkan imenjadi iUndang-Undang. iApabila iDPR imemberikan 

ipersetujuan, imaka iPerpu itersebut imenjadi isah iditetapkan imenjadi iUndang-

Undang. iSedangkan iapabila iDPR itidak imemberikan ipersetujuan iterhadap iRUU 

itersebut, imaka iPerpu itersebut iharus idicabut idan idinyatakan itidak iberlaku. 

iKemudian iDPR iatau iPresiden imengajukan iRUU itentang iPencabutan iPerpu 

idengan imengatur isegala iakibat ihukum idari ipencabutan iPerpu itersebut iyang 

ikemudian iditetapkan imenjadi iUU iPencabutan iPerpu idalam irapat iparipurna iyang 

isama. 

Berikut iini ipenjelasan iPasal i52 iUndang-Undang iNo. i11 iTahun i2012 

itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan imengenai iPenyusunan 

iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang i(Perpu). 

Pasal i52 

(1) “Peraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang iharus idiajukan ike 

iDPR idalam ipersidangan iyang iberikut. 

(2) Pengajuan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndangUndang 

isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) idilakukan idalam ibentuk 
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ipengajuan iRancangan iUndang-Undang itentang ipenetapan iPeraturan 

iPemerintah iPengganti iUndang-Undang imenjadi iUndang-Undang. 

(3) DPR ihanya imemberikan ipersetujuan iatau itidak imemberikan 

ipersetujuan iterhadap iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-

Undang. 

(4) Dalam ihal iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndangUndang 

imendapat ipersetujuan iDPR idalam irapat iparipurna, iPeraturan 

iPemerintah iPengganti iUndangUndang itersebut iditetapkan imenjadi 

iUndang-Undang. 

(5) Dalam ihal iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang itidak 

imendapat ipersetujuan iDPR idalam irapat iparipurna, iPeraturan 

iPemerintah iPengganti iUndang-Undang itersebut iharus idicabut idan 

iharus idinyatakan itidak iberlaku. 

(6) Dalam ihal iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndangUndang iharus 

idicabut idan iharus idinyatakan itidak iberlaku isebagaimana idimaksud 

ipada iayat i(5), iDPR iatau iPresiden imengajukan iRancangan 

iUndangUndang itentang iPencabutan iPeraturan iPemerintah iPengganti 

iUndang-Undang. i 

(7) Rancangan iUndang-Undang itentang iPencabutan iPeraturan 

iPemerintah iPengganti iUndang-Undang isebagaimana idimaksud ipada 

iayat i(6) imengatur isegala iakibat ihukum idari ipencabutan iPeraturan 

iPemerintah iPengganti iUndang-Undang. 

(8) Rancangan iUndang-Undang itentang iPencabutan iPeraturan 

iPemerintah iPengganti iUndang-Undang isebagaimana idimaksud ipada 

iayat i(7) iditetapkan imenjadi iUndang-Undang itentang iPencabutan 

iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang idalam irapat 

iparipurna iyang isama isebagaimana idimaksud ipada iayat i(5).”63 

 

D. Mekanisme iPembentukan iUndang-Undang iNo. i2 iTahun i2022 isebagai iProduk 

iHukum iDarurat 

Pandemi iCovid-19 iyang imenyebar iluas ike iberbagai inegara ikemudian ijuga 

imasuk ike iIndonesia idengan iditemukannya ikasus ipertama iyang idiumumkan ioleh 

iPresiden iJoko iWidodo ididampingi iMenteri iKesehatan iTerawan iAgus iPurtanto 

ipada i2 iMaret i2020. iSejak idiumumkannya ikasus ipertama itersebut ihingga iakhir 

                                                           
63

 iPasal i52 iUndang-Undang iNo. i11 iTahun i2012 itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-

Undangan 
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i2021 iini, itotal ikasus ipositif iCovid-19 idi iIndonesia imencapai i4,26 ijuta idengan i144 

iribu ikasus imeninggal idunia.64 

Peningkatan ikasus iCovid-19 idi iIndonesia iberdampak ipada iberbagai isektor 

ikehidupan imasyarakat idan istabilitas inegara. iPemerintah iIndonesia isecara iresmi 

imenetapkan iwabah ivirus iCovid-19 isebagai ibencana inasional. iPenetapan istatus 

ibencana inasional iini itercantum idalam iKeputusan iPresiden iNomor i12 iTahun i2020 

itentang iPenetapan iBencana iNonalam iPenyebaran iCovid-19 iSebagai iBencana 

iSosial. iSelanjutnya iPemerintah imerespon ikeadaan iini idengan imenerbitkan isuatu 

iregulasi iuntuk imengatur istabilitas ikeuangan inegara iyang iterdampak ipandemi 

iCovid-19 iini. iRegulasi itersebut idituangkan idalam iPeraturan iPemerintah iPengganti 

iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i1 iTahun i2020 itentang iKebijakan 

iKeuangan iNegara idan iStabilitas iSistem iKeuangan iUntuk iPenanganan iPandemi 

iCorona iVirus iDisease i2019 i(Covid-19) idan/atau idalam iRangka iMenghadapi 

iAncaman iYang iMembahayakan iPerekonomian iNasional idan/atau iStabilitas iSistem 

iKeuangan i(Perppu).65 

Dasar ihukum ipenerbitan iPerpu iNomor i1 iTahun i2020 ioleh iPresiden iadalah 

iPasal i22 iayat i(1) iUUD iNRI i1945 iyang imengatur ibahwa: i
 

“dalam ihal iihwal ikegentingan iyang imemaksa, iPresiden iberhak 

imenetapkan iperaturan ipemerintah isebagai ipengganti iundang-

undang.”66 

                                                           
64Peta iSebaran iCovid-19 iKomite iPenanganan iCovid-19 idan iPemulihan iEkonomi iNasional i(KPC 

iPEN), ihttps://covid19.go.id/peta-sebaran idiakses ipada iMinggu, i12 iDesember i2021, ipukul 

i19.20 iWIB. 
65

 iIbid. 
66

 iPasal i22 iayat i(1) iUUD iNRI i1945. 

https://covid19.go.id/peta-sebaran
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Melalui ipasal itersebut, ikonstitusi imemberikan ikekuasaan ikepada iPresiden 

isebagai ipemegang ikekuasaan ieksekutif iuntuk imembentuk iproduk ihukum iyang 

isetara idengan iundang-undang idalam irangka imenjaga istabilitas inegara isaat iterjadi 

isuatu ikegentingan iatau ikeadaan iyang isangat imendesak. 

Perpu iNo. i1 iTahun i2020 iyang iditetapkan ioleh iPresiden ikemudian idiajukan 

isebagai iRUU itentang ipenetapan iPerpu imenjadi iUndang-Undang ipada iSidang 

iParipurna iDPR iRI ike-15 iyang iakhirnya idisetujui ibahwa iPeraturan iPemerintah 

iPengganti iUndang-Undang i(Perpu) iNomor i1 itahun i2020 itentang iKebijakan 

iKeuangan iNegara idan iStabilitas iSistem iKeuangan iuntuk ipenanganan iCovid-19 

idisahkan imenjadi iUndang-undang, iyaitu iUU iNo. i2 iTahun i2020. iKetua iDPR iRI, 

iPuan iMaharani imengetok ipalu itanda ipersetujuan iPerppu iNomor i1 itahun i2020 

iuntuk idisahkan imenjadi iUU idalam iSidang iParipurna ike-15 iDPR iRI iyang 

idiselenggarakan idi iJakarta ipada iSelasa, i12 iMei i2020. iSidang iparipurna itersebut 

idihadiri i41 iorang iwakil irakyat isecara ifisik idan isebanyak i255 ianggota iDPR iRI 

ilainnya imengikuti isidang iparipurna imelalui ilayanan ivirtual. 

Menurut ipandangan ipenulis, ipenetapan iUU iNo. i2 iTahun i2020 imerupakan 

isalah isatu iupaya ipemerintah iuntuk imerespon idengan icepat ikesulitan iekonomi 

iyang itengah idihadapi inegara idalam ipenanganan ipandemi iCovid-19 iyang itelah 

imemberikan idampak idi iberbagai isektor, isehingga imengganggu istabilitas iekonomi 

inegara idan ikesejahteraan imasyarakat. iTujuan idari iditetapkannya iPerpu itersebut 

imenjadi iUndang-Undang iadalah iuntuk imemberi ilandasan ihukum ibagi iPemerintah 

idalam imenetapkan ikebijakan idan ilangkah ilangkah iextraordinary idalam ikeadaan 
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idarurat, isebagaimana iyang itelah idiamanatkan iUUD iNRI i1945. iUpaya ipemerintah 

iini ikemudian iditerapkan idi iberbagai ibidang, iseperti ibidang ikeuangan inegara idan 

isektor ikeuangan idi idalam irangka ipenanganan ikrisis ikesehatan, ikemanusiaan, 

iekonomi idan ikeuangan isebagai iakibat idari ipandemi iCovid-19. 

Penetapan iPerpu iNo. i1 iTahun i2020 imenjadi iUU iartinya ijuga imembenarkan 

iunsur ikegentingan iyang imemaksa iyang imerupakan ialasan ipembentukan iperpu iini 

ioleh iPresiden iyang imenjalankan iamanat ikonstitusi ipada iPasal i12 iUUD iNRI i1945 

i"Presiden imenyatakan ikeadaan ibahaya. iSyarat-syarat idan iakibatnya ikeadaan 

ibahaya iditetapkan idengan iundang-undang." idan iPasal i22 iayat i(1) iUUD iNRI i1945 

i"Dalam ihal iihwal ikegentingan iyang imemaksa, iPresiden iberhak imenetapkan 

iperaturan ipemerintah isebagai ipengganti iundang-undang." 
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BAB iIV 

IMPLIKASI iYURIDIS iUNDANG-UNDANG iNO. i2 iTAHUN i2020 

iSEBAGAI iPRODUK iHUKUM iDARURAT iDALAM 

iPENANGANAN iPANDEMI iCOVID-19 

 

1. Produk iHukum iTurunan idari iUU iNo. i2 iTahun i2020 

Undang-Undang iNo i2 iTahun i2020 iyang idisahkan ioleh iDPR iyang iterkesan 

iterlalu icepat ibagi isebagian imasyarakat idi imasa ipandemi iCovid-19 inyatanya 

imerupakan ilangkah iyang itepat iyang idiambil ipemerintah idemi imenanggulangi 

idampak idari ipandemi iini iterhadap istabilitas iperekonomian inegara. iSebagai iupaya 

imemulihkan ikondisi iekonomi iyang imenurun iakibat ipandemi iCovid-19, imaka 

inegara imerasa iperlu iadanya ianggaran itambahan iyang ibelum idianggarkan idalam 

iAPBN i2020, ikarena itidak iada iyang ipernah imenyangka ibahwa ivirus iCovid-19 iakan 

melanda iIndonesia idengan imembawa idampak iyang ibesar ibagi istabilitas 

iperekonomian inegara. iDisahkannya iUU iNo. i2 iTahun i2020 ikemudian 

imenimbulkan ibeberapa iketentuan idan iproduk ihukum iyang ibaru idalam irangka 

ipelaksanaan iundang-undang iini. 

Disahkannya iUU iNo. i2 iTahun i2020 iini imenimbulkan iakibat iterhadap 

ibeberapa iiperaturan iiperundang-undangan iyang iada iuntuk itidak iberlaku isementara 

iwaktu iselama iundang-undang iini iberlaku. iMaka idari iini idiperlukan iperaturan 

iperundang-undangan ilainnya iyang idapat imendukung ipelaksanaan iUU iNo. i2 

iTahun i2020 iini idemi imenanggulangi idampak ipandemi iCovid-19 iterhadap 

istabilitas iekonomi inegara. iTidak ilama isetelah iUU iini idiundangkan, ibeberapa 
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iaturan iatau iproduk ihukum iturunan iikut idisahkan imulai idari iundang-undang idi 

itingkat ipusat ihingga ibeberapa iperaturan idi itingkat idesa. 

Produk ihukum iturunan idari idisahkannya iUU iNo. i2 iTahun i2020 idi ibeberapa 

itingkatan ipemerintahan isebagai iberikut: 

 

Produk iHukum iTurunan iUU iNo. i2 iTahun i2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beberapa icontoh iaturan iturunan iUU iNo. i2 iTahun i2022 iseperti idi iatas 

imenunjukkan ibahwa ipemerintah ibenar-benar ibergerak iuntuk imenjaga ikestabilan 

inegara idi imasa ipandemi iCovid-19. iMeskipun iundang-undang iini imengatur itentang 

iupaya imenjaga istabilitas iekonomi idi imasa ipandemi iCovid-19, inamun inyatanya 

UU NO. 2 TAHUN 2020 

PEMERINTAH 

PUSAT 

PEMERINTAH 

PROVINSI 

PEMERINTAH 

KOTA/ 

KABUPATEN 

PEMERINTAH 

DESA/ 

KELURAHAN 

Perpres 72/2020 

 

 

 

Perpres 54/2020 

 

 

 
PMK 33/2020 

 

 

 

PMK 38/2020 

 

 

 

PMK 46/2020 

 

 

 

Pergub Prov. 

DKI Jakarta 

3/2021 

 

 

Pergub Prov. 

Jawa Timur 

18/2020 

 

 

Pergub Prov. 

Bali 10/2021 

 

Perwali Kota 

Surabaya 

10/2021 

 

 

Perwali Kota 

Semarang 

28/2020 

 

 
Perwali Kota 

Lamongan 

202020 

 

 

Perdes 

Tegalrejo 

2/2020 

 

 
Perdes 

Tanjunggunu

ng 6/2020 

 

 
Perdes 

Sumput 

8/2020 
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imenimbulkan iaturan iturunan iyang idiikuti ipemerintahan ilain idibawah 

ipemerintahan ipusat. iDengan iadanya iUU iNo. i2 iTahun i2022, imaka ipemerintah 

imemiliki ilandasan ihukum iyang ipasti iuntuk imelakukan iberbagai itindakan idalam 

irangka imenjaga istabilitas iekonomi inegara. iKarena imerupakan iproduk ihukum 

idarurat idi imasa ipandemi, imaka iadanya iundang-undang iini imenghapus ibeberapa 

iketentuan iyang iberlaku idi imasa inormal ikarena iadanya ifaktor ikeadaan iyang 

imemaksa, iseperti iperubahan iAPBN ihingga idana idesa iyang idifokuskan 

i(refocusing) iuntuk ipenanganan ipandemi iCovid-19. 

2. Implikasi iYuridis iUU iNo. i2 iTahun i2020 isebagai iProduk iHukum iDarurat 

Disahkannya iPerpu iNomor i1 iTahun i2020 imenjadi iUndang-Undang 

ikemudian imengakibatkan iadanya ikeadaan iyang imendesak iuntuk itidak 

imemberlakukan isementara ibeberapa i iperaturan i iperundang-undangan i iyang i iada, i 

iantara i ilain i ibeberapa i ipasal i idalam i iUU i i i iKeuangan i i i iNegara, i i i iUU i i i iPerbendaharaan i i i 

iNegara, UU KUP, i iUU i iBI, UU LPS, UU Perimbangan i iKeuangan i iantara iPemerintah 

iPusat idan iPemerintahan Daerah, iUU Kesehatan, UU iDesa, iUU Pemda, iUU iMD3, iUU 

iPPKSK, dan UU iAPBN iTahun iAnggaran 2020 iyang dinyatakan tidak berlaku 

sepanjang berkaitan idengan kebijakan keuangan inegara dalam ipenanganan i iCOVID-

19 iidan/atau iidalam iirangka iimenghadapi iiancaman iyang membahayakan 

iperekonomian inasional idan/atau istabilitas i isistem ikeuangan inegara.67 

Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi 

Covid-19 ini terutama dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2020 tentang 

                                                           
67

 iRamadhan, i13 iMei i2020, iPro iKontra iPengesahan i"Perppu iCorona" iJadi iUU, 

ihttps://www.asumsi.co/post/kontroversi-di-balik-pengesahan-perppu-corona-jadi-uu idiakses 

iSelasa, i2 iJuni i2021, ipukul i19.57 iWIB. 

https://www.asumsi.co/post/kontroversi-di-balik-pengesahan-perppu-corona-jadi-uu
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penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 yang secara tidak langsung mampu 

melakukan stabilitas perekonomian negara terutama dalam ketidakpastian 

ekonomi dunia. Sebagai upaya imemulihkan ikondisi iekonomi iyang imenurun iakibat 

ipandemi iCovid-19, imaka inegara imerasa iperlu iadanya ianggaran itambahan iyang 

ibelum idianggarkan idalam iAPBN i2020, ikarena itidak iada iyang ipernah imenyangka 

ibahwa ivirus i iCovid-19 iakan imelanda iIndonesia dengan membawa dampak yang 

besar bagi stabilitas perekonomian negara. Disahkannya UU No. 2 Tahun 2020 

kemudian menimbulkan beberapa ketentuan dan produk hukum yang baru dalam 

rangka pelaksanaan undang-undang ini. 

1. Kewenangan iPemerintah 

Dalam irangka ipelaksanaan ikebijakan ikeuangan inegara, imaka 

iberdasarkan iPasal i2 iayat i(1) iUU iNo. i2 iTahun i2020 iPemerintah iberwenang: 

a. Menetapkan ibatasan idefisit ianggaran, idengan iketentuan isebagai iberikut: 

1) Melampaui i3% i(tiga ipersen) idari iProduk iDomestik iBruto i(PDB) 

iselama imasa ipenanganan iCorona iVirus iDisease i2019 i(COVID-

19) idan/atau iuntuk imenghadapi iancaman iyang imembahayakan 

iperekonomian inasional idan/atau istabilitas isistem ikeuangan 

ipaling ilama isampai idengan iberakhirnya iTahun iAnggaran i2022; 

2) Sejak iTahun iAnggaran i2023 ibesaran idefisit iakan ikembali 

imenjadi ipaling itinggi isebesar i3% i(tiga ipersen) idari iProduk 

iDomestik iBruto i(PDB); idan 
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3) penyesuaian ibesaran idefisit isebagaimana idimaksud ipada iangka i1 

imenjadi isebagaimana idimaksud ipada iangka i2 idilakukan isecara 

ibertahap. 

b. melakukan ipenyesuaian ibesaran ibelanja iwajib i(mandatory ispending) 

isebagaimana idiatur idalam iketentuan iperaturan iperundang-undangan 

iterkait; 

c. melakukan ipergeseran ianggaran iantarunit iorganisasi, iantarfungsi, idan i/ 

iatau iantar iprogram; 

d. melakukan itindakan iyang iberakibat ipengeluaran iatas ibeban iAnggaran 

iPendapatan idan iBelanja iNegara i(APBN), iyang ianggaran iuntuk 

imembiayai ipengeluaran itersebut ibelum itersedia iatau itidak icukup 

itersedia, iserta imenentukan iproses idan imetode ipengadaan ibarang/jasa; 

e. menggunakan ianggaran iyang ibersumber idari: 

1) Sisa iAnggaran iLebih i(SAL); 

2) dana iabadi idan iakumulasi idana iabadi ipendidikan; 

3) dana iyang idikuasai inegara idengan ikriteria itertentu; 

4) dana iyang idikelola ioleh iBadan iLayanan iUmum; idan/atau 

5) dana iyang iberasal idari ipengurangan iPenyertaan iModal iNegara 

ipada iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN); 

f. menerbitkan iSurat iUtang iNegara idan/atau iSurat iBerharga iSyariah 

iNegara idengan itujuan itertentu ikhususnya idalam irangka ipandemi 

iCorona iVirus iDisease i20l9 i(COVID-l9) iuntuk idapat idibeli ioleh iBank 
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iIndonesia, iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN), iinvestor ikorporasi, 

idanf iatau iinvestor iritel; 

g. menetapkan isumber-sumber ipembiayaan iAnggaran iyang iberasal idari 

idalam idan/atau iluar inegeri; 

h. memberikan ipinjaman ikepada iLembaga iPenjamin iSimpanan; 

i. melakukan ipengutamaan ipenggunaan ialokasi ianggaran iuntuk ikegiatan 

itertentu i(refocusing), ipenyesuaian ialokasi, idan/atau 

ipemotongan/penundaan ipenyaluran ianggaran iTransfer ike iDaerah idan 

iDana iDesa, idengan ikriteria itertentu; 

j. memberikan ihibah ikepada iPemerintah iDaerah; idan/atau 

k. melakukan ipenyederhanaan imekanisme idan isimplifikasi idokumen idi 

ibidang ikeuangan inegara.68 

Ketentuan ilebih ilanjut imengenai ikebijakan ikeuangan inegara itersebut, 

idiatur idengan iPeraturan iMenteri iKeuangan, iantara ilain: 

a. PMK iNo. i33/PMK.010/2020 itentang iTata iCara iPemberian iPinjaman 

idari iPemerintah ikepada iLembaga iPenjamin iSimpanan; 

b. PMK iNomor i38/PMK.02/2020 itentang iPelaksanaan iKebijakan 

iKeuangan iNegara iuntuk iPenanganan iPandemi iCorona iVirus iDisease 

i(Covid-19) idan/atau iMenghadapi iAncaman iyang iMembahayakan 

iPerekonomian iNasional idan/atau iStabilitas iSistem iKeuangan; 
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 iPasal i2 iayat i(1) iUU iNo. i2 iTahun i2022 
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c. PMK iNo. i46/PMK.07/2020 itentang iPengelolaan iHibah idari 

iPemerintah iPusat ikepada iPemerintah iDaerah idalam irangka 

iPenanganan iPandemi iCorona iVirus iDisease i2019 i(Covid-19) idan 

iDampak iAkibat iPandemi iCorona iVirus iDisease i2019 i(Covid-19).69 

2. Perubahan iAnggaran iAPBN i2020 

Pasal i12 iayat i(1) iUU iNo. i2 iTahun i2020 imenjelaskan ibahwa 

i“Perubahan ipostur idan/atau irincian iAnggaran iPendapatan idan iBelanja 

iNegara i(APBN) idalam irangka ipelaksanaan ikebijakan ikeuangan inegara idan 

ilangkah-langkah isebagaimana idimaksud idalam iPasal i2 isampai idengan 

iPasal i11 idiatur idengan iatau iberdasarkan iPeraturan iPresiden.” 

Berdasarkan iketentuan itersebut, iPresiden ikemudian imengeluarkan 

ibeberapa ikebijakan, iantara ilain iPerpres iNomor i54 iTahun i2020, iisi idari 

iperpres iini imengutamakan ipenggunaan iAPBN iuntuk ipenanganan iCovid-19 

idalam imenghadapi iancaman iperekonomian iyang iditimbulkan idalam iskala 

inasional iserta idampak iyang iditimbulkan iterhadap istabilitas isistem ikeuangan, 

idengan imengutamakan ipengeluaran idi ibidang-bidang iyang iberpengaruh 

iterhadap ipenanganan iCovid-19. iSelanjutnya iada iPerpres iNomor i72 iTahun 

i2020 iyang imembahas imengenai iperubahan iAPBN iyang imeliputi ibeberapa 

ihal isebagai iberikut: 
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 iHenny iJuliani, i“Analisis iYuridis iKebijakan iKeuangan iNegara idalam iPenanganan iPandemi 

iCovid-19 imelalui iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i2020” 

iAdministrative iLaw i& iGovernance iJournal, iVol. i3 iIssue i2. iJuni i2020., ihlm. i343. 
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1) Penjelasan imengenai iperpajakan isebagai iperluasan idan iperpanjangan 

iterkait idengan ikebijakan iinsentif idalam idunia iusaha idalam 

ipenanganan iCovid-19 ikurun iwaktu ihingga idesember i2020, idan 

2) Adanya ipenambahan iterkait ibelanja inegara idalam irangka ipenanganan 

iCovid-19 iberupa itambahan idana iinsentif idaerah, isubsidi ibunga iyang 

idiberikan ikepada iUMKM, iadanya ibantuan isosial idan iperpanjanganya 

iserta ibelanja iimbal ijasa ipenjaminan i(IJP) iyang idipergunakan iuntuk 

imemulihkan iperekonomian inasional iyang iterdampak ikarena iadanya 

iCovid-19.70 

 

Dalam ikondisi inormal, iperubahan iAPBN ipada itahun iberjalan idimulai 

idengan ipenyusunan idraft irancangan iperubahan iRencana iKerja iPemerintah 

i(RKP) idan iRAPBN-Perubahan iyang idilakukan ioleh ipemerintah idan 

idiserahkan ikepada iDPR iuntuk idibahas idan idisahkan imenjadi iAPBN. 

iPembahasan idan ipenetapan iperubahan iAPBN idilakukan idengan ibadang 

ianggaran idalam iwaktu ipaling ilambat i1 iminggu idalam imasa isidang isetelah 

iperubahan iAPBN idiajukan ioleh ipemerintah ikepada iDPR-RI. iPerubahan 

iAPBN iatau iAPBN-P idilakukan ipaling ilambat iakhir imaret iuntuk ikemudian 

idisampaikan ipada ilaporan isemester ipertama ipelaksanaan iAPBN. 

Pada isaat ipandemi iini, iproses ipenetapan iperubahan iAPBN i2020 

ihampir itanpa icampur itangan iDPR iyang inotabenenya imempunyai ifungsi 

                                                           
70

 iAchmad iRifa’I, iAnalisis iYuridis iKebijakan iPemerintah iMelakukan iPerubahan iKebijakan 

iKeuangan iNegara iTahun i2020 idalam iPenanganan iCovid-19, iTesis: iUIN iSunan iAmpel 

iSurabaya, i2021, ihlm. i127. 
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ibudgeting. iDPR imemang idilibatkan isaat ipengesahan iPeraturan ipemerintah 

ipengganti iundang-undang i(Perpu) iNo.1 itahun i2020 imenjadi iUU iNo. i2 

iTahun i2020 itentang iKebijakan iKeuangan iNegara iDan iStabilitas iSistem 

iKeuangan iUntuk iPenanganan iPandemi iCovid-19 inamun ihanya isebatas 

ipengesahan, ihampir itanpa ipembahasan iyang iberarti. iDisinilah iterlihat 

ikelemahan i“power” iDPR idihadapan ipemerintah. 

Selama irentang iwaktu itiga ibulan, ipemerintah isudah imelakukan 

isebanyak idua ikali iperubahan iterhadap iAPBN iTahun i2020 iyang isebelumnya 

itelah iditetapkan imelalui iUU iNo. i20 iTahun i2019 idengan idasar iPerpu iNomor 

i1 iTahun i2020, iPeraturan iPresiden iNomor i54 iTahun i2020, idan iPeraturan 

iPresiden iNomor i72 iTahun i2020 iTentang iPerubahan iPostur iDan iRincian 

iAPBN i2020. iPerpu itersebut imenjadi idasar idikeluarkan iperpres itentang 

iperubahan iAPBN. 

Pemerintah ijuga imenerbitkan iberbagai iregulasi isetingkat imenteri 

iberupa iperaturan imenteri idalam inegeri i(Permendagri), iperaturan/keputusan 

imenteri ikeuangan i(Permenkeu/Kepmenkeu), ikeputusan ibersama ikedua 

imenteri, idan iperaturan imenteri idesa. iKebijakan-kebijakan ianggaran iyang 

iditujukan ikepada idaerah idan idesa imengatur itentang irealokasi idan irefocusing 

ianggaran iuntuk ipenanganan iCovid-19, iterutama ifokus ipada ibidang 

ikesehatan, ijaring ipengaman isosial, idan irespon iterhadap idampak iekonomi. 

Kebijakan inasional iterkait iperubahan iAPBN i2020 itampak ipada 

iperubahan ipendapatan, ibelanja, idan ipembiayan inegara. iPendapatan inegara 
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iyang iawalnya idiestimasi iRp.2.233,20 itriliun iterkontraksi icukup idalam 

imenjadi iRp.1.760,88 itriliun i(perubahan ipertama) idan iRp.1.699,95 itriliun 

i(perubahan ikedua). iSedangkan ibelanja inegara ijustru inaik idari iRp.2.504,42 

itriliun imenjadi iRp.2.613,82 itriliun i(perubahan ipertama) idan iRp.2.739,17 

itriliun i(perubahan ikedua). iKonsekuensinya iadalah iterjadi ipelebaran idefisit 

ianggaran iyang isangat isignifikan idari iminus iRp.307,22 itriliun imenjadi iminus 

iRp.1.039,21 itriliun. iPelebaran idefisit ianggaran iyang isemula imaksimal i3% 

idalam iUU ikeuangan inegara, ikemudan idiperlonggar imelalui iterbitnya iPerpu 

ino i1 itahun i2020 itentang ikebijakan ikeuangan inegara idan istabilitas isistem 

ikeuangan. 

3. Kebijakan idi iBidang iKeuangan iDaerah 

Pelaksanaan ikeuangan idaerah ijuga itidak ilepas idari ipengaturan iUU iNo. 

i2 iTahun i2020, idimana ipada iPasal i2 iayat i(1) iUU iNo. i2 iTahun i2020 

idijelaskan ibahwa i“Dalam irangka ipelaksanaan ikebijakan idi ibidang 

ikeuangan idaerah, iPemerintah iDaerah idiberikan ikewenangan iuntuk 

imelakukan ipengutamaan ipenggunaan ialokasi ianggaran iuntuk ikegiatan 

itertentu i(refocusing), iperubahan ialokasi, idan ipenggunaan iAnggaran 

iPendapatan idan iBelanja iDaerah. i”71 

4. Peralihan iDana iDesa 

Pengaturan idana idesa imenjadi isalah isatu iaturan iturunan idari idisahkan 

iPerpu iNo. i1 iTahun i2020 imenjadi iUU iNo. i2 iTahun i2020. iBeberapa iaturan 
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 iPasal i2 iayat i(1) iUU iNo. i2 iTahun i2020. 
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iturunan itentang iperalihan idana idesa iantara ilain iPermendes iNo i6 iTahun i2020 

itentang iPerubahan iatas iPeraturan iMenteri iDesa, iPembangunan iDaerah 

iTertinggal, idan iTransmigrasi iNomor i11 iTahun i2019 itentang iPrioritas 

iPenggunaan iDana iDesa iTahun i2020. iDalam iPermendes iNo. i6 iTahun i2020 idi 

idalam iPasal i8A iterdapat iklausul iyang imenyatakan ibahwa i“Bencana inon 

ialam isebagaimana idimaksud idalam iPasal i8 iAyat i(1) ihuruf id imerupakan 

ibencana iyang itejadi isebagai iakibat ikejadian iluar ibiasa iseperti ipenyebaran 

ipenyakit iyang imengancam idan/atau imenimpa iwarga imasyarakat isecara iluas 

iatau iskala ibesar ipaling isedikit iberupa: i1) iPandemi iCorona iVirus iDisease 

i2019 i(COVID-19); i2) iPandemi iflu iburung; i3) iWabah ipenyakit iCholera 

idan/atau; i4) iPenyakit imenular ilainnya” 

Dalam iaturan itersebut iterdapat iskala iprioritas ipenggunaan idana idesa 

iyang idisebutkan ibahwa: 

1. iPemerintah iDesa iwajib imenganggarkan idan imelaksanakan ikegiatan 

iBTL iDesa. 

2. iBerdasarkan iRealokasi iPenggunaan iDana iDesa ikepala idesa 

imenetapkan iperaturan idesa imengenai iperubahan iAPBDes 

3. iDalam ihal iperubahan iAPBDes ibelum idapat iditetapkan iPemerintah 

iDesa idapat iterlebih idahulu imelakukan iperubahan ipenjabaran iAPBDes 

iPenanganan idampak ipandemi iCovid-19 isebagaimana idimaksud ipada ipoin i1 

idapat iberupa iBLT iDana iDesa ikepada ikeluarga imiskin idi iDesa isesuai idengan 

iketentuan iperaturan iperundang-undangan. ikeluarga imiskin iyang idapat 
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imenerima iBLT iDana iDesa imerupakan ikeluarga iyang ikehilangan imata 

ipencaharian iatau ipekerjaan, ibelum iterdata imenerima iProgram iKeluarga 

iHarapan i(PKH), iBantuan iPangan iNon iTunai i(BPNT), idan iKartu iPra iKerja, 

iserta iyang imerupakan ianggota ikeluarga iyang irentan isakit imenahun iatau 

ikronis.72 

Dana iDesa iyang iawalnya idifungsikan iguna imemenuhi ikebutuhan idesa 

ibaik idalam ijangka imenengah/RPJM iatau ijangka ipanjang/RPJMP ikarena 

iadanya ikondisi idarurat ikemudian idialihkan. iPengalihan idana iuntu 

ipenanganan iCovid-19 idengan icara imemberikan iBantuan iLangsung iTunai. 

iAnggaran iDana iuntuk iPenanganan iCovid-19 ikhususnya ipada ipenerimaan 

iBantuan iLangsung iTunai isudah idiberikan ilangsung ioleh iPemerintah. 

iPeraturan iMenteri iDalam iNegeri iNo. i113 itahun i2014 itentang iPengelolaan 

iKeuangan iDesa ipasal i2 iayat i(1) imenyatakan ibahwa ikeuangan idesa idikelola 

iberdasarkan iasas-asas itransparan, iakuntabel idan ipartisipatif, iserta idilakukan 

idengan itertib idan idisiplin ianggaran.73 

 

Menurut ipenulis, isecara iyuridis ilangkah ipemerintah imengeluarkan iPerpu 

iNomor i1 iTahun i2020 iyang ikemudian iditetapkan imenjadi iUU iNomor i2 iTahun 

i2020 isudah isangat itepat. iPasca ipengesahan iUU iini, ikemudian imuncul iberbagai 

iaturan iturunan idalam irangka ipenanganan istabilitas iekonomi inegara idi imasa 

ipandemi iCovid-19 iyang imemang itidak ibisa iditerapkan idalam ikeadaan inormal. 
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 iSelvy iMelda iH, iAnis iFarida, iFaizur iRohman, iUlil iManaqib, i“Urgensi iPeralihan iDana iDesa 

iuntuk iPenanggulangan iBencana iCovid-19” iSosio iYustisia: iJurnal iHukum idan iPerubahan 

iSosial, iVol. i1 iNo. i1, iMei i2021., ihlm. i25-26. i 
73

 iIbid., ihlm. i39. 
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iPemerintah isudah imenyatakan ibahwa ipandemi iCovid-19 imerupakan ikeadaan 

idarurat imelalui iKepres iNomor i11 iTahun i2020 itentang iPenetatapan iKedaruratan 

iKesehatan iMasyarakat iCorona iVirus iDisease i2019 i(Covid-19) imaka iaturan 

ihukum iyang iditerapkan ijuga iharus isesuai iuntuk ikeadaan iyang itidak inormal iatau 

idarurat. 

Jika iterjadi ikeadaan iyang itidak inormal, itentunya ikeadaan iini iharus idihadapi, 

idiatasi, idan iakibat-akibatnya iharus iditanggulangi idengan itujuan iuntuk 

imengembalikan inegara iseperti ipada isaat ikeadaan iyang inormal imenurut iUndang-

undang iDasar idan iperaturan iperundang-undangan iyang inormal. iUU iNo. i2 iTahun 

i2020 isebagai iproduk ihukum idarurat imemberikan iaturan ibaru iterkait ipelaksanaan 

ikeuangan inegara iuntuk imenjaga istabilitas iekonomi iyang iterancam idi imasa 

ipandemi iCovid-19 iini, imulai idari idi itingkat ipemerintahan ipusat ihingga ike itingkat 

idesa imemiliki iperan iyang isama idalam imenjalankan iamanat iUU iuntuk 

imenanggulangi idampak iekonomi idari ipandemi iCovid-19. i 
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BAB iV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan ipemaparan, ipembahsan, idan ipengkajian itentang iUndang-

Undang iNo. i2 iTahun i2020 isebagai iproduk ihukum idarurat idan iimplikasi iyuridisnya 

idalam iperaturan iperundang-undangan, imaka ipenulis imempunyai ikesimpulan 

iantara ilain: 

1. Mekanisme ipembentukan iCovid-19 iUndang-Undang iNo. i2 iTahun i2020 

itelah isesuai idengan iprosedur ipembentukan iperaturan iperundang-undangan 

iyang iberlaku idi iIndonesia. iDimana iundang-undang iini imerupakan iproduk 

ihukum idarurat iyang idisahkan idari iPerpu iNo. i1 iTahun i2020 isebagai 

ikewenangan ipresiden iuntuk imembentuk iperpu idalam ikeadaan iyang 

imemaksa. iKeputusan ipresiden iuntuk imembentuk iperpu iini idiawali idengan 

idikeluarkannya iKeputusan iPresiden iNomor i12 iTahun i2020 itentang 

iPenetapan iBencana iNonalam iPenyebaran iCovid-19 isebagai iBencana iSosial. 

iPenetapan iPerpu iNo. i1 iTahun i2020 imenjadi iUU iartinya ijuga imembenarkan 

iunsur ikegentingan iyang imemaksa iyang imerupakan ialasan ipembentukan 

iperpu iini ioleh iPresiden iyang imenjalankan iamanat ikonstitusi ipada iPasal i12 

iUUD iNRI i1945 i"Presiden imenyatakan ikeadaan ibahaya. iSyarat-syarat idan 

iakibatnya ikeadaan ibahaya iditetapkan idengan iundang-undang." idan iPasal 

i22 iayat i(1) iUUD iNRI i1945 i"Dalam ihal iihwal ikegentingan iyang imemaksa, 
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iPresiden iberhak imenetapkan iperaturan ipemerintah isebagai ipengganti 

iundang-undang." 

2. Implikasi iyuridis idisahkannya iUU iNo. i2 iTahun i2020 idapat idilihat idari 

ibanyaknya iaturan iturunan idari iundang-undang iini isebagai iupaya 

ipenanggulangan idampak ipandemi iCovid-19. iBeberapa iaturan iturunan iUU 

iNo. i2 iTahun i2022 imenunjukkan ibahwa ipemerintah ibenar-benar ibergerak 

iuntuk imenjaga ikestabilan inegara idi imasa ipandemi iCovid-19. iMeskipun 

iundang-undang iini imengatur itentang iupaya imenjaga istabilitas iekonomi idi 

imasa ipandemi iCovid-19, inamun inyatanya imenimbulkan iaturan iturunan 

iyang idiikuti ipemerintahan ilain idibawah ipemerintahan ipusat. iDengan iadanya 

iUU iNo. i2 iTahun i2022, imaka ipemerintah imemiliki ilandasan ihukum iyang 

ipasti iuntuk imelakukan iberbagai itindakan idalam irangka imenjaga istabilitas 

iekonomi inegara. iKarena imerupakan iproduk ihukum idarurat idi imasa 

ipandemi, imaka iadanya iundang-undang iini imenghapus ibeberapa iketentuan 

iyang iberlaku idi imasa inormal ikarena iadanya ifaktor ikeadaan iyang imemaksa, 

iseperti iperubahan iAPBN ihingga idana idesa iyang idifokuskan i(refocusing) 

iuntuk ipenanganan ipandemi iCovid-19. 

B. Saran 

Memperhatikan ikesimpulan itersebut, ipenulis imenyampaikan ibeberapa isaran 

iyaitu: 

1. Kepada ipemerintah iuntuk iterus imenguatkan isistem ipengawasan ikeuangan 

idalam ipenanggulangan iCovid-19 iagar imenghindari itindakan imerugikan idari 

ioknum iyang itidak ibertanggungjawab. 
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2. Kepada ipeneliti/penulis iselanjutnya, ihasil ipenelitian iini ibisa idigunakan 

isebagai ibahan iperbandingan idan ireferensi iuntuk ipenelitian iterkait iUU iNo. i2 

iTahun i2020, iCovid-19, iHukum iTata iNegara iDarurat, imaupun iPembentukan 

iPeraturan iPerundang-Undangan. 

3. Kepada imasyarakat iuntuk itetap imelakukan ipengawasan iterhadap ikinerja 

ipemerintah idalam imembuat ikebijakan idan imelaksanakan ikewenanganannya 

iagar itidak iada ikesewenang-wenangan iyang idilakukan ipemerintah idisaat 

ikeadaan idarurat. 
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